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PT Bank OCBC NISP, Tbk. sebagai Entitas Utama dan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT 
OCBC Sekuritas sebagai perusahaan terelasi (sister company) merupakan perusahan-
perusahaan yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia di bawah 
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited selaku pemegang saham pengendali 
terakhir (ultimate shareholder). 
 
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2014 
dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.15/SEOJK.03/2015 tentang 
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, PT Bank OCBC NISP, Tbk. 
(OCBC NISP) sebagai Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi yang baik 
dan efektif. Dalam melakukan penerapan tersebut, Entitas Utama senantiasa 
berkoordinasi dengan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (perusahaan terelasi). 
Koordinasi yang dilakukan adalah berupa memastikan penerapan kelima prinsip dasar Tata 
KŜƭƻƭŀ όάGood Corporate Governanceέύ ȅŀƛǘǳΥ Transparansi (Transparency), Akuntabilitas 
(Accountability), Pertanggung jawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan 
Kewajaran (Fairness). Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun dan menyampaikan 
Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). 

 
Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2016 terdiri atas: 
1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) Tahun 

Buku 2016 
OCBC NISP telah menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) 
Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode JanuariςJuni 2016 dan Juliς
Desember 2016 kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Poin Laporan 
Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2016 ini mencakup Laporan 
Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sepanjang tahun 2016. 

2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas 
Menggambarkan hubungan OCBC NISP dengan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT 
OCBC Sekuritas dalam struktur Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dan struktur 
konglomerasi yang lebih luas dalam hal berbeda. 

3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia 
Menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham dari Lembaga Jasa 
Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia sampai dengan 
pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholder). 

4. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK 
Menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pengurus pada OCBC NISP, PT OCBC 
Sekuritas dan PT Great Eastern Life Indonesia dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di 
Indonesia. 

5. Kebijakan Intra-Grup 
Menjelaskan mengenai kebijakan intra-grup yang disusun oleh Entitas Utama dalam 
mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup. 

6. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank OCBC NISP, Tbk. tahun 2016 
Menjabarkan isi Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance tahun 2016. 
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance tahun 2016 ini masuk dalam Laporan 
Tahunan Terintegrasi PT Bank OCBC NISP, Tbk. tahun 2016. 

 
 

Pendahuluan 
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1. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) 
Tahun Buku 2016 

 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai Entitas Utama, OCBC NISP melakukan penilaian sendiri (self-
assessment) atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan menggunakan kertas kerja yang ditetapkan 
oleh OJK. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan 
Tata Kelola Terintegrasi, yaitu: 
 a.  Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; 
 b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama; 
 c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; 
 d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; 
 e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; 
 f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan 
 g. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
   

Penilaian Tata Kelola Terintegrasi merupakan penilaian atas pelaksanaan atau penerapan prinsip Tata 
Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas suatu permasalahan 
terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan. Penilaian Pelaksanaan Tata 
Kelola Terintegrasi dilakukan secara komprehensif dan terstruktur. 
 

Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur (governance structure), proses (governance process), 
dan hasil (governance outcome) Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian. Penilaian 
sendiri (self-assessment) terhadap pelaksanaan tata kelola terintegrasi dilakukan secara berkala 
(semesteran). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Entitas Utama menyusun laporan Penilaian Sendiri 
Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Entitas Utama dan Direktur 
Kepatuhan Entitas Utama. 
 

Berikut kesimpulan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku 
2016, antara lain: 
Governance Structure 
1. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan 

memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah 
anggota, domisili, jumlah Komisaris Independen, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta 
pemahaman mengenai Entitas Utama. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama 
pun memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. 

2. Struktur Tata Kelola Terintegrasi yang ada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memadai 
untuk melaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang dikaitkan dengan jumlah ukuran dan 
kompleksitas Konglomerasi Keuangan. Kecukupan struktur meliputi jumlah, komposisi, kriteria, 
rangkap jabatan dan independensi anggota Komite. 

3. {ŀǘǳŀƴ YŜǊƧŀ YŜǇŀǘǳƘŀƴ ¢ŜǊƛƴǘŜƎǊŀǎƛ όά{YY¢έύ Řŀƴ {ŀǘǳŀƴ YŜǊƧŀ !ǳŘƛǘ LƴǘŜǊƴŀƭ ¢ŜǊƛƴǘŜƎǊŀǎƛ όά{Y!L¢έύ 
telah memenuhi syarat independensi. Sumber daya manusia dalam SKKT dan SKAIT merupakan 
sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara 
efektif. 

4. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk sebagai komite yang membantu Direksi Entitas 
Utama dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan 
serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan Direksi Bank yang berkaitan 
dengan Manajemen Risiko Terintegrasi. Dalam Kebijakan Risiko Terintegrasi telah memuat antara lain 
prinsip-prinsip utama manajemen risiko, proses manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko 
yang wajib dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, 
Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, 
Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi, ketentuan penetapan limit dan risk appetite. 
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Governance Process 
1. Direksi Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah mendapatkan 

persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau 
sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan. Pedoman ini telah disampaikan oleh Direksi Entitas 
Utama kepada Direksi masing-masing LJK pertama kali pada tanggal 26 Juni 2015.  

2. Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama 
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Sepanjang tahun 2016 telah 
diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016. Pada 
rapat Dewan Komisaris Entitas Utama tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama juga telah melakukan 
pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan pengawasan atas 
penerapan Tata Kelola Terintegrasi. 

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling 
sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Sepanjang tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah 
menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 11 
Februari 2016, 4 Agustus 2016 dan 13 Desember 2016. 

4. Dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di masing-masing LJK, SKKT 
Entitas Utama berkoordinasi masing-masing LJK dengan cara memeriksa dan mengkonsolidasi hasil 
pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dari masing-masing LJK. Selain itu, SKKT memberikan kertas kerja 
penilaian sendiri (self-assessment) kepada masing-masing LJK, dimana hasil self-assessment tersebut 
digunakan sebagai salah satu alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 
di masing-masing LJK terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibentuk dan diketuai oleh Direktur Entitas Utama yang 
membawahkan Manajemen Risiko. Anggota dari komite ini terdiri dari Direksi dan pejabat eksekutif 
yang ditunjuk dan mewakili masing-masing LJK. Pembentukan ini telah sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan. 

6. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama selain melaksanakan wewenang dan tanggung jawab 
penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, juga tetap melaksanakan wewenang dan tanggung jawab 
penerapan manajemen risiko pada Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

  
Governance Outcome 
1. Direksi Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah mendapatkan 

persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama. Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat 
penyempurnaan atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini. Berdasarkan policy framework (Structure 
Approval and Standard) Bank OCBC NISP, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 
(dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor 
yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan. 

2. SKAIT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi yang 
berdasarkan laporan hasil audit dari masing-masing LJK. Demikian juga halnya dengan SKKT telah 
menyusun Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, sehingga 
Direksi Entitas Utama telah dapat menindaklanjuti hasil temuan dari SKAIT dan SKKT. 

3. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entias Utama atas pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab Direksi Entitas Utama, penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui Rapat Dewan Komisaris 
Entitas Utama. Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat evaluasi atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi 
oleh Dewan Komisaris Entitas Utama. Berdasarkan isi ketentuan dalam pedoman ini, penyempurnaan 
akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal 
terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara 
signifikan. 

4. Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang 
paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan 
secara terintegrasi. SKAIT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal 
Terintegrasi berdasarkan laporan hasil audit dari masing-masing LJK. SKKT telah menyusun dan 
menyampaikan Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi 
kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan 
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menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi kepada 
Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama. 

5. Penyusunan laporan tugas dan tanggung jawab SKAIT dilakukan dengan progres, sebagai berikut: 
a. Menerima Laporan Hasil Audit dari masing-masing LJK; 
b. Menyiapkan Laporan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang disampaikan kepada Direktur 

yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap LJK, Dewan Komisaris Entitas Utama dan 
Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Entitas Utama. 

Dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK, SKAIT telah 
bertindak objektif dan independen. Rekomendasi hasil audit telah dikonsolidasikan dimana 
rekomendasi tersebut dilaporkan pada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan 
terhadap LJK, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan 
Entitas Utama. 

6. Bank OCBC NISP selaku Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif 
sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. 

7. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama terhadap pelaksanaan kebijakan dan 
strategi manajemen risiko dilakukan secara efektif dengan pelaporan yang diberikan oleh Satuan 
Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala maupun yang sifatnya ad-hoc apabila terjadi 
kejadian risiko yang signifikan. 

8. Permodalan telah dikelola dengan baik serta mampu menghadapi risiko yang timbul dari masing-
masing LJK maupun secara Konglomerasi Keuangan yaitu di atas ketentuan modal minimumnya. 

9. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh LJK seperti fraud dan pelanggaran ketentuan terkait 
laporan LJK telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tindakan preventif telah 
dilakukan agar hal tersebut tidak berulang di kemudian hari. 

  
Berdasarkan penilaian sendiri Tata kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh Entitas Utama peringkat 
pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Desember 2016 adalah 2 (dua) yaitu Konglomerasi 
Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum Baik. Hal ini 
tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila 
terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang 
signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.  
 

Adapun Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Juni 2016 dan Desember 2016 
telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam POJK dan SEOJK tentang 
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. 
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2. Struktur Konglomerasi Keuangan 
 
A. Struktur Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia 
 Berikut struktur konglomerasi keuangan yang menjukkan hubungan afiliasi antara PT Bank OCBC 

NISP, Tbk. dengan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas secara garis besar: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penjelasan: 
o PT Bank OCBC NISP, Tbk., PT OCBC Sekuritas dan PT Great Eastern Life Indonesia merupakan 

perusahaan terelasi (sister company) yang terpisah secara kelembagaan dan badan hukum, 
namun dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama, yaitu OCBC Bank. 

o PT Bank OCBC NISP, Tbk. telah ditunjuk oleh OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. sebagai Entitas 
Utama dari Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan dari OCBC 
Overseas Investments Pte. Ltd. kepada PT Bank OCBC NISP, Tbk. pada tanggal 10 Maret 2015. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT Bank OCBC NISP, 

Tbk. 
PT OCBC Sekuritas 

PT Great Eastern Life 
Indonesia 

Indonesia 

OCBC Bank 

OCBC Overseas 
Investment Pte. Ltd. 

(OOI Ltd.) 

The Great Eastern 
Life Assurance 

Company Limited 
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B. Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas 
 OCBC Bank merupakan bank tertua di Singapura yang terbentuk pada tahun 1932 dari penggabungan 

tiga bank lokal, di mana bank yang tertua telah berdiri sejak tahun 1912. Saat ini OCBC Bank dikenal 
sebagai penyedia jasa keuangan kedua terbesar di Singapura berdasarkan jumlah aset, dan 
merupakan salah satu Bank di dunia dengan rating tertinggi yatu dengan rating Aa1 dari MoodyΩǎ. 
Diakui atas kekuatan dan stabilitas keuangannya, OCBC Bank secara konsisten termasuk dalam 
²ƻǊƭŘΩǎ ¢ƻǇ рл {ŀŦŜǎǘ .ŀƴƪǎ ƻƭŜƘ Dƭƻōŀƭ CƛƴŀƴŎŜ Řŀƴ ǘŜƭŀƘ ŘƛǎŜōǳǘ ǎŜōŀƎŀƛ Best Managed Bank in 
Singapore and the Asia Pasific oleh The Asian Banker. OCBC Bank dan anak perusahaannya 
menawarkan susunan yang lebih luas dari commercial banking, specialist financial dan layanan 
wealth management, mulai dari konsumer, perusahaan, investasi, private and transaction banking to 
treasury, asuransi, manajemen aset dan sekuritas.1  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 sumber: http://www.ocbc.com/group/who-we-are/group-business.html 

OCBC Bank 

Perbankan Asuransi 
Manajemen Aset dan 
Investment Holding 

Sekuritas 

Wing Hang Bank 
(China) Limited 

(RRC) 

Great Eastern Life 
Assurance (Malaysia) 

Berhad 
(Malaysia) 

Banco OCBC Weng 
Hang, S.A. 

(Macau SAR) 

Bank of Singapore 
Limited (Singapore) 

OCBC Al-Amin Bank 
Berhad (Malaysia) 

OCBC Bank 
(Malaysia) Berhad 

(Malaysia) 

OCBC Wing Hang Bank 
(China) Limited 

(RRC) 

PT OCBC NISP, Tbk. 
(Indonesia) 

OCBC Wing Hang 
Bank  Limited 

(Hong Kong SAR) 

Overseas Assurance 
Corporation (Malaysia) 

Berhad 
(Malaysia)  

The Great Eastern Life 
Assurance Company 

Limited 
(Singapura)  

The Overseas Assurance 
Corporation Limited 

(Singapura)  

PT Great Eastern Life 
Indonesia 

(Indonesia) 

Lion Global Investors 
Limited (Singapura)  

Great Eastern 
Holdings Limited 

(Singapura)  

OCBC Securities 
Private Limited 

(Singapura)  

PT OCBC Sekuritas 
(Indonesia)  
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3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan OCBC di 
Indonesia per Posisi 31 Desember 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penjelasan: 
Komposisi kepemilikan saham pada: 
o PT Bank OCBC NISP, Tbk. sebagai Entitas Utama adalah mayoritas 85,08%  saham dimiliki oleh 

OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. (OOI) (Singapura) dan minoritas 14,92% saham dimiliki oleh 
masyarakat. 

o PT Greast Eastern Life Indonesia sebagai LJK adalah mayoritas 99,16% saham dimiliki oleh PT 
Greast Eastern Life Assurance Company Limited (Singapura) dan minoritas 0,84% saham dimiliki 
oleh PT Han Yang Primatama (Indonesia). 

o PT OCBC Sekuritas sebagai LJK adalah mayoritas 95,10% saham dimiliki oleh OCBC Bank 
(Singapura) dan minoritas 4,90% saham dimiliki oleh PT Farnella Mandiri Utama (Indonesia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PT OCBC Sekuritas 

The Great Eastern 
Life Assurance 

Company Limited 

OCBC Overseas 
Investment Pte. Ltd. 

(OOI) 

PT OCBC NISP, Tbk. 

PT Farnella Mandiri 
Utama 

PT Great Eastern Life 
Indonesia 

99.16% 

PT Han Yang 
Primatama 

0.84% 

Masyarakat 

OCBC Bank 

85,08% 

14,92% 

95,10% 

4,90% 
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4. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam 
Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia 

 
A. Struktur Kepengurusan Pada PT Bank OCBC NISP, Tbk. Sebagai Entitas Utama dalam 

Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia per Posisi 31 Desember 2016 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 General Meeting of Shareholders  

Sharia Supervisory Board  

Board Risk Committee 

Credit Risk 
Management 

Committee 

Market Risk Management 
Committee 

ALCO 

Operational Risk Committee 

Fraud Committee 

IT Steering Committee 

Human Capital Committee 

Network Committee 

Brand Committee 

Board of Directors 

President Director 

Parwati Surjaudaja 

Wholesale Banking Director 

Martin Widjaja 

Wholesale Banking 
Suwano 

Wholesale Banking 
Credit Management 

Lie Le 

China Business 
Development 

Han Lin 

Trade Finance 
Gianto Kusno 

Cash Management 
Amran Setiawan 

Client Services & 
Delivery 

Agustina Santosa 

TB Business 
Management 
Andre Tiono 

Financial Institution 
Indrayanto 

Enterprise Banking  Director Treasury Director Retail Banking Director 

Emilya Tjahjadi Johannes Husin Low Seh Kiat (Thomas) 

Enterprise Banking 
Djohan Firdauzi 

National 
Commercial 
Business A 

Arman Marta Enterprise Banking 
- Jakarta & 
Kalimantan 

Sianny 
Purnamawati 

Enterprise Banking 
- Sumatera 

Danny Suhermanto 

Enterprise Banking 
- Bandung 

Suwardi Chandra*) 

Enterprise Banking 
Credit 

Management 
Felix Kesuma 

National 
Commercial 
Business B 

Suwardi Chandra 

Commercial & 
Enterprise Banking 
Quality Assurance  

Aelwen Wanady 

Commercial & 
Enterprise Banking 
Portfolio Quality 

Management 
Paulus Dewanto 

Treasury Trading 
Robby 
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Tjen Mellia Liman 

Treasury Advisor 
Novelina Luciana 

Business Management 
TBA 

Head of Individual 
Customer Solutions 

Ka Jit 

Secured Loan 
Veronika Susanti 

Unsecured Loan 
Meri Ui 

National Consumer 
Business 

Yenni Susilo 

Liability Product 
Frangky R.P. 

Wealth 
Management 

Product 
Vonny Wibowo 

Wealth Advisory 
Juky Mariska 

Premire Banking 
Segment 

Chinni Y.Tjhin 

Emerging Affluent 
(EA) Segment 

Sani Chandrawati 

Retail Business 
Development 

Andreas Kurniawan 

National Emerging 
Business 

Jeffrey C.Tjoeng 

National Funding 
Business 

Eny Surjani 

Business Management 
Andriyanto T. 
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Credit Control 

Andre S.Sudjono 
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Imelda Widjaja 

AML-CFT 
Ricko Irwanto 
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Ivonne 

ndraP.Chandra 

Corporate 
Communication 
Aleta I.Hanafi 

Head of Human Capital 
Julie Anwar 
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A 

M.G.Puspawati T. 
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B 
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HC Management 
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Lily Johan 
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 Susunan pengurus PT Bank OCBC NISP, Tbk. posisi 31 Desember 2016 sebagai berikut: 
  

KOMISARIS 

1. Pramukti Surjaudaja Presiden Komisaris 

2. Peter Eko Sutioso Wakil Presiden Komisaris Independen 

3. Roy Athanas Karaoglan Komisaris Independen 

4. Jusuf Halim Komisaris Independen  

5. Samuel Nag Tsien Komisaris 

6. Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Komisaris 

7. Kwan Chiew Choi Komisaris Independen 

8. Hardi Juganda Komisaris 

 

DIREKSI 

1. Parwati Surjaudaja Presiden Direktur 

2. Yogadharma Ratnapalasari Direktur  

3. Rama Pranata Kusumaputra Direktur  

4. Emilya Tjahjadi Direktur  

5. Hartati Direktur Independen 

6. Martin Widjaja Direktur  

7. Andrae Krishnawan W. Direktur  

8. Johannes Husin Direktur  

9. Low Seh Kiat  Direktur  

10. Joseph Chan Fook Onn Direktur  

 

DEWAN PENGAWAS SYARIAH 

1. Muhammad Anwar Ibrahim Ketua 

2. Mohammad Bagus Teguh Perwira Anggota 
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B. Struktur Kepengurusan Pada PT Great Eastern Life Indonesia dalam Konglomerasi Keuangan 
OCBC di Indonesia per Posisi 31 Desember 2016 
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 Susunan pengurus PT Great Eastern Life Indonesia posisi 31 Desember 2016 sebagai berikut: 
  

KOMISARIS 

1. Khor Hock Seng Presiden Komisaris 

2. Andrew Lee Kok Keng Komisaris 

3. Lilies Handayani Komisaris Independen 

4. Wasinthon Pandapotan Sihombing Komisaris Independen 

 

DIREKSI 

1. Clement Lien Cheong Kiat Presiden Direktur 

2. Eddy Wirya Wiyana Direktur 

3. Fauzi Arfan Direktur 

4. Andrew Ng Boon Yeow Direktur 

 

DEWAN PENGAWAS SYARIAH 

1. Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA Ketua 

2. Drs. H. M. Ichwan Sam Anggota 
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C. Struktur Kepengurusan Pada PT OCBC Sekuritas dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di 
Indonesia per Posisi 31 Desember 2016 
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 Susunan pengurus PT OCBC Sekuritas posisi 31 Desember 2016 sebagai berikut: 
  

KOMISARIS 

1. Raymon Chee Sze Loong Komisaris Utama 

2. Gan Kok Kim Komisaris 

3. Nancy Effendy Komisaris Independen 

 

DIREKSI 

1. Lim Kim Siah Direktur Utama 

2. Chua Jun Kai Direktur 

3. Sugiharto Widjaja Direktur 

4. Livius Nurtanio Direktur 

 
 

  
 

D. Struktur Kepengurusan Pada Konglomerasi Keuangan 
  
Framework Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia 
Sesuai dengn POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi 
Keuangan berikut merupakan framework tata kelola terintegrasi Bank OCBC NISP dengan perusahan terelasi. 
 

 
 

      
      



19 
 

OCBC NISP 2016 
Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Konglomerasi Keuangan 
      
Dalam rangka memenuhi peraturan OJK terkait Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Penerapan 
Tata Kelola Terintegrasi dan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank 
OCBC NISP senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan 
tersebut dengan membentuk komite-komite dan satuan kerja terintegrasi yaitu: Komite Tata Kelola 
Terintegrasi (KTKT), Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi 
(SKKT) yang dilakukan oleh Compliance Division, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) yang 
dilakukan oleh Divisi Internal Audit dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang 
dilakukan oleh divisi-divisi yang bertanggung jawab sebagai functional specialist untuk masing-masing 
jenis risiko. Seluruh fungsi ini telah diterapkan sesuai dengan ketentuan OJK terkait Konglomerasi 
Keuangan Terintegrasi yang berlaku. 
      

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi 
Sesuai dengan ketentuan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi 
Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola 
Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Wujud penerapan yang dilakukan adalah dengan 
menerapkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Fungsi Audit Internal Terintegrasi, Manajemen Risiko 
Terintegrasi, pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 12 Juni 2015 serta memiliki 
pedoman tata kelola terintegrasi yang menjadi dasar bagi Konglomerasi OCBC di Indonesia dalam 
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan 
disampaikan kepada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia pada tanggal 26 
Juni 2015. Selama tahun 2016, belum terdapat penyempurnaan atas pedoman tersebut. 
      
Secara umum, Konglomerasi OCBC di Indonesia telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik 
yaitu dengan telah terpenuhinya ketiga aspek tata kelola terintegrasi yang terdiri dari aspek struktur, 
proses dan hasil. Pemenuhan aspek struktur dan infrastruktur yang memadai serta proses tata kelola yang 
efektif telah menghasilkan outcome yang baik atas penerapan tata kelola terintegrasi (sesuai . Dalam 
menilai ketiga aspek ini, Bank OCBC NISP selaku entitas utama melakukan penilaian secara mandiri (self-
assessment) sesuai ketentuan dalam SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola 
Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan atas 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola 
Terintegrasi. Keseluruhan penerapan tata kelola terintegrasi sepanjang tahun 2016 ini telah diawasi oleh 
Dewan Komisaris Entitas Utama melalui rapat rutin Dewan Komisaris Entitas Utama sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Bank OCBC NISP telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 
Terintegrasi tahun 2015 dan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode 
JanuariςJuni 2016 kepada OJK. 
      

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA 
 
Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, OCBC 
NISP sebagai Entitas Utama dan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas sebagai pihak 
terelasi bekerja sama dalam memenuhi dan menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik dan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia memiliki 
struktur kepengurusan dalam rangka menerapkan dan sekaligus memastikan penerapan Tata Kelola 
Terintegrasi tersebut. 
 

Struktur kepengurusan Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, terdiri dari: 
      

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama 
1. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, 

dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 
2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai 

Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa 
Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan, yang didapat dari pendidikan, baik formal maupun 
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non-formal dan pengalaman kerja masing-masing. 
      
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama 
Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola 
Terintegrasi adalah: 
1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
3. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka 

penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
4. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi 

Keuangan. 
5. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, 

auditor eksternal, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 
dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi 
Keuangan. 

      
Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Entitas Utama 
1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK 

dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia (PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great 
Eastern Life Indonesia) melalui Sekretaris Perusahaan Bank OCBC NISP pada tanggal 26 Juni 2015. 

2. Sepanjang tahun 2016, Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi 
pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui Rapat Direksi Entitas Utama 
yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun, yang mana sepanjang tahun 
2016 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan 3 
Agustus 2016. 

3. Selama tahun 2016 belum terdapat penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
Penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal berlaku atau 
sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha 
Konglomerasi Keuangan secara signifikan. 

4. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan SKAIT dan rekomendasi SKKT yang 
disampaikan dalam rapat Direksi Entitas Utama tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 2016. 
Direksi Entitas Utama juga telah mengadakan rapat dengan GELI pada tanggal 13 Mei 2016 dan 
berkoordinasi dengan Direksi LJK (GELI dan PTOS) pada tanggal 26 Mei 2016 untuk memastikan 
bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAIT, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, telah 
ditindak lanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 

      
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas 
penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah: 
1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
3. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka 

penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
4. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi 

Keuangan. 
5. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, 

auditor eksternal, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 
dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi 
Keuangan. 

      
Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Entitas Utama 
1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK 

dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia (PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great 
Eastern Life Indonesia) melalui Sekretaris Perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk. pada tanggal 26 Juni 
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2015. 
2. Direksi Entitas Utama, sepanjang tahun 2016 telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi 

pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui Rapat Direksi Entitas Utama 
yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun, yang mana sepanjang tahun 
2016 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan 3 
Agustus 2016. 

3. Selama tahun 2016 tidak ada hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama dalam rangka 
penyempuranaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Tata 
Kelola Terintegrasi, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal 
berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan. 

4. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan 
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam rapat Direksi Entitas Utama tanggal 10 Februari 2016 
dan 3 Agustus 2016. Mengadakan rapat dengan GELI pada tanggal 13 Mei 2016, dan berkoordinasi 
dengan Direksi LJK (GELI dan PTOS) pada tanggal 26 Mei 2016, untuk memastikan bahwa temuan 
audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil 
pengawasan OJK, telah ditindak lanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan 

      
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas 
penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah: 
1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata 

Kelola Terintegrasi. 
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan 

arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola 
Terintegrasi. 

3. Menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
4. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan. 
  
Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Entitas Utama 
1. Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata KelolaTerintegrasi, 

antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 
2016 dan 19 Agustus 2016 

2. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab Direksi Entitas Utama, antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama 
yang dilaksanakan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, yang mana sepanjang tahun 
2016 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 19 April 2016 dan 19 
Agustus 2016. 

3. Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat evaluasi atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan sesuai 
masukan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi belum diperlukan penyempurnaan Pedoman Tata 
Kelola Terintegrasi pada tahun 2016. 

4. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama selama tahun 2016 pada tanggal 19 April 2016 dan 19 
Agustus 2016 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk 
pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan 
Komisaris Entitas Utama. 

5. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: 
 a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; 
 b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi; 
 telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama, antara lain melalui rapat Dewan Komisaris Entitas 

Utama pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016 yang turut dihadiri pula oleh Direksi Entitas 
Utama. 
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Komite Tata Kelola Terintegrasi 
Dasar Hukum Pembentukan 
Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris Entitas Utama berdasarkan Keputusan 
Dewan Komisaris Entitas Utama No.001/DEKOM-EU/IPC/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015. 
      
Struktur, Komposisi dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi 
Penentuan anggota Komite tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 
tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, 
dengan komposisi terdiri dari: 
- Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, 

sebagai ketua merangkap anggota. 
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam 

Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota. 
- Seorang pihak Independen, sebagai anggota, dan 
- Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, 

sebagai anggota. 
      
Penunjukan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui 
Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No.002/DEKOM-EU/IPC/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015, dengan 
susunan anggota sebagai berikut: 
 

Posisi di dalam Komite Jabatan Nama 

Ketua merangkap Anggota Komisaris Independen PT Bank OCBC NISP Tbk Jusuf Halim 
Anggota Komisaris Independen PT OCBC Sekuritas Nancy Effendy 
Anggota Komisaris Independen PT Great Eastern Life Indonesia Washinton Pandapotan Sihombing 
Anggota Pihak Independen Kurnia Irwansyah 
Anggota Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank OCBC NISP Tbk Mohammad Bagus Teguh Perwira 

 
Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah 
sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite 
Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. 
Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari PT Bank OCBC NISP Tbk. 
selaku Entitas Utama, dan dari Lembaga Jasa Keuangan: PT OCBC Sekuritas dan PT Great Eastern Life 
Indonesia. 
      
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi 
Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit: 
a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan 

pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 
b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman 

Tata Kelola Terintegrasi. 
      
Kebijakan, Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi 

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama, tata cara pelaksanaan 
rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut: 
1. Rapat dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. 
2. Rapat dapat dilaksanakan melalui video conference. 
3. Hasil Rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik 
4. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam 

risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat. 
5. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 

lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hadir atau 
diwakili dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut. 

6. Putusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan 
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pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan 
dengan sah dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut. 

      
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 
1) Sepanjang tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola 

Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi 
kepatuhan secara terintegrasi, di dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 11 Februari 
2016, 4 Agustus 2016 dan tanggal 13 Desember 2016. 

2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas 
Utama bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi belum perlu disempurnakan. Berdasarkan 
ketentuan Butir 11.2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan kode kebijakan FCP-00001-L2 
tanggal 23 Juni 2015, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari 
tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan. 

3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2016, 4 
Agustus 2016 dan tanggal 13 Desember 2016 telah dituangkan dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta 
alasannya. 

      

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi 
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi diawasi oleh SKMRT yang berkoordinasi dengan masing-masing 
Satuan Kerja Manajemen Risiko pada kedua perusahaan terafiliasi. Ketentuan penerapan manajemen 
risiko terintegrasi mewajibkan Konglomerasi OCBC di Indonesia untuk menerapkan pengelolaan risiko 
mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko hukum, risiko 
kepatuhan, risiko reputasi, risiko transaksi intra-group dan risiko asuransi. 
 
Bank OCBC NISP telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, untuk membantu Direksi Bank 
selaku Entitas Utama untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka 
penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perencanaan keadaan darurat untuk 
mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan 
kondisi eksternal dan memperbaiki atau menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi 
secara berkala atau bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal 
LJK yang mempengaruhi profil risiko LJK dan hasil evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko 
Terintegrasi. 
 
Setiap kebijakan dan prosedur yang ada telah disampaikan kepada masing-masing LJK dan kepada divisi-
divisi dalam Entitas Utama untuk dijadikan pedoman pelaksanaan dalam penerapan manajemen risiko 
terintegrasi. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dikaji ulang pada bulan Juni 2016 dengan 
perubahan non-material yang sudah disetujui oleh Direksi Entitas Utama dan diinformasikan kepada 
Dewan Komisaris Entitas Utama. 
 
Sejak dikeluarkannya ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi 
Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP sebagai entitas utama telah memenuhi kewajibannya dengan 
menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi kepada OJK untuk periode pelaporan akhir tahun 2015 
dan semester I-tahun 2016. 
 

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 
Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. 
 
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tangung jawab untuk membantu Direksi PT 
Bank OCBC NISP Tbk selaku Direksi Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dalam 
menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta 
memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan Manajemen Risiko 



24  
 

OCBC NISP 2016 
Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi   

Terintegrasi, termasuk di dalamnya adalah penerapan Manajemen Risiko di PT Great Eastern Life 
Indonesia dan PT OCBC Sekuritas Indonesia dalam rangka Konglomerasi Keuangan. 
      
Susunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut: 
 
Posisi di dalam Komite Jabatan Nama 

Ketua Direktur Manajemen Risiko PT Bank OCBC NISP Tbk Joseph Chan 
Anggota Presiden Direktur PT Great Eastern Life Indonesia Clement Lien Cheong 
Anggota Presiden Direktur of PT OCBC Sekuritas Indonesia Lim Kim Siah 
Anggota Executive Officer PT OCBC Sekuritas Indonesia Yanni Liaw 
Anggota Head of Credit Risk PT Bank OCBC NISP Tbk Heriyanto Lee 
Anggota Corporate Credit Risk Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk Cindy Siauw 
Anggota Asset Recovery Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk Linda Adam 
Anggota Market and Liquidity Risk Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk Budi Gunawan 
Anggota Operational Risk Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk Robby Hardijono 
Anggota Enterprise Risk and Policy Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk 

(Secretary) 
Caecilia Zilvia Suzanna 

 
Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala telah melaksanakan tugasnya melalui rapat untuk 
mendiskusikan dan memastikan bahwa pengelolaan risiko terkait konglomerasi keuangan telah berjalan 
dengan baik di Bank OCBC NISP selaku Entitas Utama serta di PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC 
Sekuritas Indonesia selaku Lembaga Jasa Keuangan (LJK). 
 
Setelah melalui persiapan di tahun 2015, maka pada tahun 2016 Bank bersama dengan kedua perusahaan 
terelasi  (LJK) telah melaksanakan penilaian terkait profil risiko masing-masing LJK dan profil risiko 
terintegrasi. Selain itu, dilakukan pula pengukuran terkait kecukupan modal terintegrasi, sesuai dengan 
ketentuan Regulator. Komite Manjemen Risiko Terintegrasi telah melakukan evaluasi dan 
merekomendasikan beberapa kebijakan yang dibutuhkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan 
manajemen risiko terintegrasi. 
 

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi 
Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Division), oleh 
sebab itu pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance 
Division). Satuan Kerja Kepatuhan di Bank OCBC NISP telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan 
Fungsi Kepatuhan bagi Bank Umum, yaitu bersifat independen terhadap satuan kerja operasional karena 
tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional Bank. 
 
Sesuai dengan ketentuan OJK mengenai Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, 
SKKT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam 

Konglomerasi Keuangan. 
b. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur 

Kepatuhan Entitas Utama. 
      
Selama tahun 2016, SKKT telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada 
masing-masing LJK yaitu antara lain melalui engangement meeting secara berkala, analisa dan konsolidasi 
hasil pelaksanaan fungsi kepatuhan berdasarkan kertas kerja self-assessment Pelaksanaan Fungsi 
Kepatuhan dan Tata Kelola yang Baik, serta Laporan Pelaksanaan Kepatuhan dari masing-masing LJK. SKKT 
pun memberikan rekomendasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing LJK untuk kemudian 
ditindaklanjuti sebagai bentuk perbaikan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing LJK serta 
memberikan kesimpulan atas pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi. 
 
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi telah disusun dan disampaikan 
kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama secara berkala setiap semester. 
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Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi 
Satuan Kerja Audit Intern Bank OCBC NISP ditunjuk sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) 
dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia. SKAIT adalah satuan kerja yang independen terhadap 
satuan kerja operasional karena tidak terlinat langsung dalam kegiatan operasional Bank. 
 
Sesuai dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi, SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai 
berikut: 
a. Memantau pelaksanaan Audit dengan cara menyampaikan laporan pelaksanaan Audit Terintegrasi di 

masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia kepada Direktur Entitas Utama 
yang melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan 
Komisaris Entitas Utama serta Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Termasuk mengkonsolidasikan 
tindak lanjut temuan audit dari masing-masing LJK. 

b. Menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi kepada Direktur Entitas Utama yang melakukan 
fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama 
serta Direktur Kepatuhan Entitas Utama. 

 
Dalam melaksanakan tugasnya, SKAIT senantiasa berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan 
fungsi Audit Intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia. SKAIT 
dapat melakukan audit pada LJK baik secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari 
satuan kerja audit intern LJK. 
 
Selama tahun 2016, SKAIT telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 
kepada Direktur Entitas Utama yang ditunjuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam 
Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi 
kepatuhan enitas utama dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi. 
 

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi 

Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 
sesuai dengan ketentuan dalam POJK dan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi 
Konglomerasi Keuangan. Pedoman tersebut telah disetujui oleh Direksi Entitas Utama dan Dewan 
Komisaris Entitas Utama melalui rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tanggal 5 Juni 2015, rapat 
Direksi Entitas Utama tanggal 10 Juni 2015, rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 19 Juni 2015 dan 
rapat Dewan Komisaris Entitas Utama tanggal 23 Juni 2015. Adapun cakupan Pedoman Tata Kelola 
Terintegrasi meliputi: 
a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama adalah sebagai berikut: 
 i. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 
 ii. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 
 iii. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; 
 iv. Tugas dan tanggung Jawab  Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;  
 v. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan 
 vi Penerapan manajemen risiko terintegrasi. 
b. Kerangka Tata Kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan: 
 i. Persyaratan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 
 ii. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah; 
 iii. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris; 
 iv. Struktur Dewan Pengawas Syariah; 
 v. Independensi tindakan Dewan Komisaris; 
 vi. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; 
 vii. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; 
 viii. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah; 
 ix. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; 
 x. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko; 
 xi. Kebijakan Remunerasi; dan 
 xii. Pengelolaan benturan kepentingan. 
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Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini telah disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK dalam 
Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia (PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great Eastern Life 
Indonesia) melalui Sekretaris Perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk. pada tanggal 26 Juni 2015. Selama 
tahun 2016, belum terdapat penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mana sesuai dengan 
ketentuan dalam pedoman tersebut, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
dari tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan. 
 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi 
Sesuai dengan ketentuan POJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 
Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, di mana sebagai entitas utama wajib menerapkan manajemen 
permodalan terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Bank OCBC NISP telah memiliki kebijakan dan 
prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi, melakukan penilaian kecukupan modal secara 
terintegrasi, memantau dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi kepada OJK, memiliki 
sistem pengendalian internal yang memadai terkait dengan permodalan secara terintegrasi dan 
melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara berkala. Untuk posisi 
Desember 2016, Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi telah memenuhi 
persyaratan yaitu berada di level 192%, jauh di atas rasio minimum yaitu 100%. Laporan Kecukupan 
Permodalan Terintegrasi untuk akhir tahun 2015 dan semester I tahun 2016 telah disampaikan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan. 
 



27 

 

OCBC NISP 2016 
Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi  

5. Kebijakan Intra-Grup 
 
Risiko Transaksi Intra-Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan yaitu, baik dalam 
rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti 
perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. 
Dalam rangka memitigasi risiko transaksi intra-group dalam Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah 
menyusun Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengatur bahwa masing-masing LJK dalam Konglomerasi 
Keuangan harus dapat mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi transaksi intra-grup. 

A. Identifikasi Transaksi Intra-Goup 
 1. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus mengidentifikasi transaksi-transaksi 

yang dapat dikategorikan sebagai transaksi intra-grup, meliputi: 
  a. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan; 
  b. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain 

dalam Konglomerasi Keuangan; 
  c. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-

balance sheet seperti jaminan dan komitmen; 
  d. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan; 
  e. transfer risiko melalui reasuransi kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan; 

dan/atau 
  f. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu 

Konglomerasi Keuangan. 
 2. Persetujuan transaksi intra-grup yang telah didentifikasi harus mengikuti prosedur internal yang 

berlaku di masing-masing LJK. 
 3. Dalam melakukan identifikasi risiko yang dapat ditimbulkan dari transaksi intra-grup, beberapa 

faktor berikut harus dipertimbangkan, antara lain: 
  a. benturan kepentingan yang berasal dari transaksi intra-grup; 
  b. pemenuhan !ǊƳΩǎ [ŜƴƎǘƘ trinciple (azas kewajaran transaksi); 
  c. dampak transaksi kepada kinerja keuangan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan 
  d. kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku. 
    

B. Pengelolaan Transaksi Intra-Grup 
 1. Masing-masing LJK harus menghindari adanya benturan kepentingan dan memenuhi !ǊƳΩǎ ƻŦ 

Length Principle dalam pengelolaan transaksi intra-grup. Pengungkapan benturan kepentingan 
harus mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing LJK.  

 2. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus menetapkan tingkat risiko transaksi 
intra-grup yang akan diambil sesuai dengan strategi dan karakteristik bisnis masing-masing LJK 
dan peraturan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan. Penerapan tingkat risiko transaksi 
intra-grup dapat dinyatakan melalui threshold atau batasan tingkat risiko inheren pada profil 
risiko. 

 3. Dalam pengelolaan transaksi intra-grup, harus memenuhi 4 (empat) komponen penerapan 
manajemen risiko, yaitu (i) tata kelola risiko; (ii) kerangka manajemen risiko yang mencakup 
kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (iii) proses manajemen risiko, kecukupan 
sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem 
pengendalian risiko  

 4. Bank selaku Entitas Utama beserta masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan menyusun 
laporan profil risiko transaksi intra-grup setiap 6 bulan untuk diinformasikan kepada Dewan 
Komisaris dan Direksi Entitas Utama, serta disampaikan kepada OJK.  

 5. Masing-masing LJK harus melakukan pencatatan dan menyimpan dokumentasi yang lengkap dan 
memadai atas transaksi-transaksi intra-grup yang dilakukan.  

   

C. Mitigasi Transaksi Intra-Grup 
 1. Pada setiap transaksi intra-grup, masing-masing LJK harus memastikan bahwa transaksi intra-
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grup tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan. Dalam hal apabila terjadi 
benturan kepentingan dan/atau peningkatan risiko yang ditimbulkan dari transaksi intra-grup, 
masing-masing LJK yang melakukan transaksi tersebut harus melakukan langkah mitigasi untuk 
meminimalisasi dampak negatif terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan.  

 2. Mitigasi transaksi intra-grup dilakukan oleh masing-masing LJK dengan menyiapkan rencana 
tindak lanjut (action plan) untuk mengurangi peningkatan risiko transaksi intra-grup.  

 3. Mitigasi transaksi intra-grup harus sejalan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing 
sektor keuangan.  

   

KESIMPULAN 
 
Bank OCBC NISP, PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas senantiasa menerapkan prinsip-
prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan baik. Dengan adanya Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi 
Keuangan, membantu para Dewan untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan, sehingga dapat 
bersama-sama mengatasi apabila adanya kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan di masing-
masing perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa, perusahaan dengan Tata Kelola yang baik dan efisien 
cenderung mendapat nilai tinggi dalam hal kinerja bisnis dan keberlanjutan bisnis. Dapat ditunjukkan dari 
kemampuan perusahaan-perusahaan berinvestasi untuk menciptakan nilai. Hal ini tentu memberikan nilai 
tambah kepada stakeholder. 
 
Bank OCBC NISP, PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas berkomitmen untuk terus 
meningkatkan kualitas peran dari setiap anggota pada Dewan Komisaris dan Direksi, komite-komite, fungsi 
kepatuhan, Audit Internal dan Manajemen Risiko serta berkomitmen dalam pemenuhan setiap ketentuan 
berkaitan dengan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dari Regulator serta melakukan pengawasan secara 
menyeluruh. 
 
Berdasarkan kesimpulan di atas, hasil self-assessment sebagaimana tertuang dalam kertas kerja, dan 
uraian yang telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 
Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa Bank OCBC NISP sebagai 
Entitas Utama dan PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC Sekuritas sebagai LJK telah menerapkan 
Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum dikategorikan baik. 
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6. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank OCBC NISP, 
Tbk. sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia 

 
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank OCBC NISP ini sebagaimana termuat dalam 
Laporan Tahunan Terintegrasi PT Bank OCBC NISP 2016. 
 
Penerapan GCG bagi Bank OCBC NISP bukan semata mematuhi peraturan perundang-undangan 
(compliance) yang berlaku namun juga upaya terus menerus untuk melakukan inovasi dan 
penyempurnaan secara berkesinambungan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG (beyond compliance) 
untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholders, sehingga pada akhirnya dapat 
menciptakan kinerja bisnis (performance) yang tumbuh secara berkelanjutan (sustainable business 
growth). 
 

PENDAHULUAN 
 
Tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan salah satu bentuk 
mekanisme pengendalian perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan harapan seluruh pihak yang 
berkepentingan sesuai dengan peranannya. Tata Kelola perusahaan sebagai landasan operasional yang 
merupakan acuan dalam memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi guna mencapai tujuan 
perusahaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan 
pencapaian tujuan perusahaan. 
   

Komitmen Penerapan GCG 
Sebagai salah satu wujud komitmen Perusahaan terhadap penerapan Tata Kelola yang baik, Bank OCBC 
NISP memiliki rumusan Visi dan Misi yang jelas, dan mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa 
yang akan datang disertai Misi yang memuat cara untuk mencapainya. Visi Bank OCBC NISP adalah 
άaŜƴƧŀŘƛ .ŀƴƪ ǇƛƭƛƘŀƴ ŘŜƴƎŀƴ ǎǘŀƴŘŀǊ Řǳƴƛŀ ȅŀƴƎ Řƛŀƪǳƛ ƪŜǇŜŘǳƭƛŀƴƴȅŀ Řŀƴ ǘŜǊǇŜǊŎŀȅŀέΣ ȅŀƴƎ ŘƛǿǳƧǳŘƪŀƴ 
dalam Misi Bank dan didasarkan pada nilai-nilai budaya Bank. Dengan memiliki Visi yang jelas, seluruh 
jajaran Bank OCBC NISP mulai dari karyawan sampai dengan Direksi serta Komisaris memiliki arah yang 
jelas untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat bertindak dan mengambil keputusan untuk 
mencapai tujuan perusahaan. Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misinya, Bank senantiasa 
berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan 
Kewajaran (TARIF). Berdasarkan asas-asas GCG tersebut, Bank mengembangkan Governance Structure 
yang terdiri dari struktur dan infrastruktur guna menjalankan Governance Process sesuai peraturan 
perundang-undangan serta praktik-praktik Tata Kelola terbaik yang ada sehingga memberikan hasil yang 
memenuhi harapan para pemangku kepentingan Bank. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta 
kesinambungan usaha dalam jangka panjang.  
   
Bank OCBC NISP telah memiliki Pedoman Umum Penerapan GCG, sebagai bentuk komitmen dalam 
mengimplementasikan GCG. Tujuan dari penyusunan Pedoman GCG tersebut adalah: 
1. Meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada 
industri perbankan. 

2. Sebagai panduan bagi pelaksanaan GCG, untuk menjadi suatu sistem kebijakan yang bersifat holistik 
dan terintegrasi. Pedoman Penerapan GCG antara lain mengatur tentang: 

 a. Peran dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan dalam penerapan GCG. 
 b. Penjelasan tentang Governance System yang terdiri Governance Structure, Governance Process, 

Governance Outcome yang masing-masing berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG (TARIF). 
 c. Faktor-faktor lain terkait pelaksanaan GCG yaitu antara lain Para Pemangku Kepentingan, 

Benturan Kepentingan dan Remunerasi. 
 d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan GCG. 
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Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 
Struktur Tata Kelola Bank [G4-34] 
Bank OCBC NISP sebagaimana layaknya perusahaan di Indonesia, menganut dan menerapkan sistem 
kepengurusan dua badan (two boards system) yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki 
wewenang dan tanggung jawab jelas sesuai fungsi masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam 
Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Berikut adalah bagan struktur dalam rangka 
menerapkan GCG: 

 
 
RUPS ¶ Memilih, mengangkat, mengawasi dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris serta Direksi. 

Dewan Komisaris ¶ Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan perusahaan untuk 
mencapai target yang telah ditentukan RUPS. 

¶ Memastikan Bank telah berjalan pada jalur yang benar dengan cara yang efisien, efektif dan menghindari 
seminimal mungkin risiko sesuai kepentingan semua Para Pemangku Kepentingan serta memastikan 
diterapkannya GCG. 

Direksi ¶ Memimpin pelaksanaan roda perusahaan melalui kebijakan strategik yang telah disepakati bersama 
untuk mencapai target dan kinerja yang telah ditentukan oleh RUPS dengan meminimalkan risiko serta 
tetap menjaga hubungan baik dengan para stakeholder. 

¶ Memastikan bahwa mereka patuh dan taat pada berbagai peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku, sesuai prinsip GCG. 

Komite-komite ¶ Memberikan rekomendasi dan mendukung strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
Manajemen. 

¶ Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. 

Satuan Kerja Manajemen Risiko ¶ Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Bank. 

¶ Memberikan dukungan penuh dan saran untuk mendukung persetujuan peluncuran produk dan/atau 
aktivitas baru. 

Satuan Kerja Kepatuhan ¶ Memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan 
tumbuh dan terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank di setiap jenjang 
organisasi Bank OCBC NISP. 

Satuan Kerja Audit Internal ¶ Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai 
atas tercapainya tujuan perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan dan kinerja, pengamanan aset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 
Infrastruktur Tata Kelola Bank 
Infrastruktur merupakan kebijakan dan prosedur Bank dalam rangka melakukan usaha. Infrastruktur juga 
meliputi rencana strategis Bank yang disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan 
Rencana Bisnis (Business Plan) sesuai dengan Visi dan Misi Bank. Bank OCBC NISP memiliki kebijakan yang 
dituangkan dalam 4 (empat) kelompok kebijakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 
pelaporan. 
Selain itu, Bank OCBC NISP telah memiliki: 
1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya. 

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Pedoman tertulis yang 
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menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya 
dalam melakukan pengelolaan Perusahaan. 

2. Kebijakan terkait tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, 
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Bank, komunitas setempat maupun masyarakat 
pada umumnya. 

3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak 
sehingga dapat mendukung suasana kerja yang kondusif. 

4. Whistleblowing system untuk diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari 
pegawai dan pemangku kepentingan lainnya serta menjamin perlindungan terhadap individu yang 
melaporkan terjadinya pelanggaran. 

5. Rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku Bank yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan 
organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Etika bisnis dan pedoman perilaku dilaksanakan secara 
berkesinambungan dan konsisten sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan 
manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. 

      

Realisasi Pelaksanaan GCG Tahun 2016 
Secara umum, hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2016 meliputi: 
1. Penyusunan, perbaikan dan penyesuaian kebijakan dan pedoman antara lain terhadap: 
 a. Penyesuaian Prosedur Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite menjadi 

Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan 
Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris dan penambahan Kebijakan baru Nominasi 
untuk Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan 
Komisaris. 

 b. Penyusunan Prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan RUPS dan Public Expose. 
 c. Penyempurnaan Prosedur Penangangan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. 
 d. Kaji ulang Kebijakan Information Wall. 
 e. Penyusunan Kebijakan Remunerasi dalam rangka pemenuhan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang 

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. 
2. Three Lines of Defense 
 Dalam pengelolaan risiko, Bank telah memiliki struktur organisasi manajemen risiko yang memadai 

dan melibatkan semua unsur dalam Bank yang terbagi dalam three lines of defense. Dewan Komisaris 
dan Direksi dalam melakukan pengawasan aktif dibantu oleh Komite Manajemen Risiko. Dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membentuk komite-komite yaitu Komite 
Manajemen Risiko Kredit, Komite Kredit Kantor Pusat, Specific Provision Committee, Asset Liability 
Management Committee (ALCO), Komite Manajemen Risiko Pasar, Komite Manajemen Risiko 
Operasional dan komite lainnya. 

  
 Berdasarkan prinsip utama manajemen risiko Bank, proses pengelolaan manajemen risiko menjadi 

tanggung jawab bersama karyawan dan kesadaran akan risiko (risk awareness) sudah menjadi bagian 
tak terpisahkan dari budaya Bank. Dengan menggunakan pendekatan Three lines of defense, fungsi 
pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif oleh semua lini organisasi yang dimulai dengan 
oversight, yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Top management, seluruh unit bisnis 
(frontline businesses), dan seluruh unit pendukung (supports) berfungsi sebagai first line of defense 
yang melaksanakan pertumbuhan usaha dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dalam setiap 
pengambilan keputusan. Unit kerja manajemen risiko dan unit kerja kepatuhan berfungsi sebagai 
second line of defense yang mengelola risiko secara independen bersama-sama dengan unit kerja 
audit internal sebagai third line of defense yang bertugas melaksanakan risk assurance dan melakukan 
pengawasan serta evaluasi secara berkala. 

      

Inisiatif Tata Kelola Perusahaan Tahun 2017 
1. Penerapan GCG akan terus dilaksanakan secara konsisten oleh Bank untuk mendukung terwujudnya 

pengelolaan Bank yang sehat, efisien dan berkontribusi pada sektor perekonomian yang lebih besar 
lagi. 
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2. Melakukan peninjauan kesesuaian penerapan GCG dengan praktik terbaik dan menjalankan bisnis 
perusahaan dengan etika yang bermartabat atau kepatutan (conformance). 

3. Menjaga konsistensi dalam menerapkan GCG yang telah berhasil membawa Bank OCBC NISP kepada 
berbagai pencapaian, baik dalam kinerja keuangan, penghargaan tingkat nasional maupun 
international serta Tingkat Kesehatan Bank. 

      

Evaluasi dan Kontrol 
Evaluasi dan kontrol adalah proses dimana kegiatan dan kinerja Bank termonitor sehingga dapat 
dibandingkan antara hasil actual dengan target yang ingin dicapai, dengan memanfaatkan hasil 
pemantauan untuk menentukan tindakan untuk perbaikan dan penyelesaian masalah. Evaluasi dan 
kontrol pelaksanaan GCG dilakukan dengan penilaian Penerapan Tata Kelola Bank. Penilaian dilakukan 
sendiri (self-assessment) maupun oleh pihak eksternal untuk menjamin bahwa standar yang telah 
ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan. 
      

GCG Assessment oleh Pihak Internal dan Eksternal 
Untuk memastikan bahwa penerapan GCG berjalan dengan baik perlu dilakukan penilaian (GCG 
Assessment). Di Bank OCBC NISP, GCG assessment dilaksanakan oleh pihak internal melalui self-
assessment serta penilaian oleh pihak eksternal yang independen. 
1. Penilaian GCG di Internal Bank OCBC NISP (Self-Assessment) 
 Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang 

Penerapan Tata Kelola bagi bank umum, yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri 
(self-assessment) terhadap penerapan GCG yaitu, paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian 
Pelaksanaan GCG yaitu: 

 a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 
 b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 
 c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite 
 d. Penanganan benturan kepentingan 
 e. Penerapan fungsi kepatuhan 
 f. Penerapan fungsi audit internal 
 g. Penerapan fungsi audit eksternal 
 h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal 
 i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large 

exposures) 
 j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan 

pelaporan internal 
 k. Rencana strategis Bank. Melalui penilaian tersebut dapat diketahui adanya peningkatan kualitas 

penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis 
internal. 

      
Berdasarkan hasil self-assessment GCG periode Juli-Desember 2016, Good Corporate Governance 
diterapkan dengan Baik. Hal ini didukung dengan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 
Komisaris, Direksi, serta Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi yang efektif, independen 
dan tidak melanggar ketentuan. Pengaturan dan pelaksanaan benturan kepentingan pun telah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
      
Good Governance juga diperkuat oleh pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal 
yang independen dan efektif. Bank OCBC NISP telah memiliki kebijakan dan prosedur Bank, sistem 
informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masingmasing struktur organisasi. Pengungkapkan 
kondisi benturan kepentingan pada pengambilan keputusan dilengkapi risalah rapat yang 
diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. Hal lain yang mendukung penerapan Good 
Corporate Governance adalah Penerapan Manajemen Risiko yang komprehensif dan sesuai dengan 
kompleksitas usaha Bank termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris, serta Peningkatan Pengendalian 
Internal. 
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Pelaksanaan Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large 
exposures) juga telah diatur dalam Kebijakan dan Prosedur serta dilaksanakan dengan baik. Transparansi 
kondisi keuangan dan non keuangan juga memadai, tepat waktu, dan akurat. Business Plan Bank telah 
disusun sesuai dengan Visi dan Misi Bank serta Rencana Korporasi yang pelaksanaannya dipantau secara 
berkala. 
      
2. Penilaian Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal 
 a. Corporate Governance Perception Index (CGPI), program riset dan pemeringkatan penerapan 

Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2015 oleh 
Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) ŘŜƴƎŀƴ ǘŜƳŀ ά/ƻǊǇƻǊŀǘŜ Governance 
dalam Perspektif YŜōŜǊƭŀƴƧǳǘŀƴέ ȅŀƴƎ dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2016. Bank OCBC 
NISP berhasil mempertahankan ƪŀǘŜƎƻǊƛ άtŜǊǳǎŀƘŀŀƴ {ŀƴƎŀǘ ¢ŜǊǇŜǊŎŀȅŀέ ǎŜǊǘŀ meningkatkan 
nilai Corporate Governance Index dari 86,52 pada tahun 2015 menjadi 86,85 pada tahun 2016. 

 b. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard). Sebagai komitmen untuk 
meningkatkan kualitas implementasi Tata Kelola Perusahaan, Bank OCBC NISP berkomitmen 
untuk dapat memenuhi standar kualitas perusahaan yang baik tidak hanya yang ditentukan oleh 
regulator di Indonesia namun juga dalam lingkup ASEAN. Penilaian ASEAN CG Scorecard di 
Indonesia dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) sebagai Domestic 
Ranking Body ASEAN Corporate Governance Scorecard di Indonesia. Penilaian yang dilakukan 
oleh IICD mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikembangkan oleh 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang meliputi: 

  1) Hak-hak pemegang saham 
  2) Perlakuan yang setara terhadap pemegang saham 
  3) Peran Pemangku Kepentingan 
  4) Pengungkapan dan Transparansi 
  5) Tanggung Jawab Dewan 
   
  Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas Bank OCBC NISP berhasil menerima penghargaan 

ŘŀƭŀƳ ƪŀǘŜƎƻǊƛ ά¢ƘŜ .Ŝǎǘ wŜǎǇƻƴǎƛōƛƭƛǘȅ ƻŦ ǘƘŜ .ƻŀǊŘέ ǎŜǊǘŀ ƳŜƴƧŀŘƛ ά¢ƻǇ мл tǳōƭƛŎ /ƻƳǇŀƴƛŜǎέ 
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

      

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN KONGLOMERASI KEUANGAN 
      
Berdasarkan ketentuan OJK terkait Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP telah ditunjuk oleh OCBC 
Overseas Investment Pte. Ltd. Sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, 
dimana terdapat dua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yaitu PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) dan PT 
OCBC Sekuritas (PTOS) sebagai perusahaan terelasi (sister company). 
 
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.03/2014 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, POJK No.18/POJK.03/2014 
tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No.26/POJK.03/2015 
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC 
NISP sebagai Entitas Utama senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai 
dengan ketentuan tersebut. 
 
Bank OCBC NISP telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komite TKT), Komite Manajemen 
Risiko Terintegrasi (Komite MRT), Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) yang dilakukan oleh 
Compliance Division, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) yang dilakukan oleh Divisi Internal 
Audit dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dilakukan oleh divisi-divisi yang 
bertanggung jawab sebagai functional specialist untuk masing-masing jenis risiko. Seluruh fungsi ini telah 
diterapkan sesuai dengan ketentuan OJK terkait Konglomerasi Keuangan Terintegrasi yang berlaku. 
      

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi 
Sesuai dengan ketentuan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi 
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Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola 
Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Wujud penerapan yang dilakukan adalah dengan 
menerapkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Fungsi Audit Internal Terintegrasi, Manajemen Risiko 
Terintegrasi, pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 12 Juni 2015 serta memiliki 
pedoman tata kelola terintegrasi yang menjadi dasar bagi Konglomerasi OCBC di Indonesia dalam 
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan 
disampaikan kepada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia pada tanggal 26 
Juni 2015. Selama tahun 2016, tidak terdapat penyempurnaan atas pedoman tersebut. 
      
Secara umum, Konglomerasi OCBC di Indonesia telah menerapkan tata kelola terintegrasi dengan baik 
yaitu dengan telah terpenuhinya ketiga aspek tata kelola terintegrasi yang terdiri dari aspek struktur, 
proses dan hasil. Pemenuhan aspek struktur dan infrastruktur yang memadai serta proses tata kelola yang 
efektif telah menghasilkan outcome yang baik atas penerapan tata kelola terintegrasi. Dalam menilai 
ketiga aspek ini, Bank OCBC NISP selaku entitas utama melakukan penilaian secara mandiri (self-
assessment) sesuai ketentuan dalam SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola 
Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan atas 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola 
Terintegrasi. Keseluruhan penerapan tata kelola terintegrasi sepanjang tahun 2016 ini telah diawasi oleh 
Dewan Komisaris Entitas Utama melalui rapat rutin Dewan Komisaris Entitas Utama sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Bank OCBC NISP telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 
Terintegrasi tahun 2015 dan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode 
JanuariςJuni 2016 kepada OJK. 
      

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama 
1. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan 

reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan 
2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas 

Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa Keuangan 
(LJK) dalam Konglomerasi Keuangan, yang didapat dari pendidikan, baik formal maupun non-formal 
dan pengalaman kerja masing-masing. 

      

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama 
Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola 
Terintegrasi adalah: 
1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
3. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan 

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
4. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 
5. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, 

auditor eksternal, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 
dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 

      

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Entitas Utama 
1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK 

dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia (PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great Eastern 
Life Indonesia) melalui Sekretaris Perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk. pada tanggal 26 Juni 2015. 

2. Direksi Entitas Utama, sepanjang tahun 2016 telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi 
pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui Rapat Direksi Entitas Utama yang 
dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun, yang mana sepanjang tahun 2016 
telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 
2016. 

3. Selama tahun 2016 tidak ada hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama dalam rangka 
penyempuranaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Tata 
Kelola Terintegrasi, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal 
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berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan. 

4. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan 
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam rapat Direksi Entitas Utama tanggal 10 Februari 2016 dan 
3 Agustus 2016, mengadakan rapat dengan GELI pada tanggal 13 Mei 2016, dan berkoordinasi 
dengan Direksi LJK (GELI dan PTOS) pada tanggal 26 Mei 2016. untuk memastikan bahwa temuan 
audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil 
pengawasan OJK, telah ditindak lanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 

      

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas 
penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah: 
1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
3. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan 

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
4. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 
5. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, 

auditor eksternal, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 
dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 

      

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Entitas Utama 
1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK 

dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia (PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great Eastern 
Life Indonesia) melalui Sekretaris Perusahaan PT Bank OCBC NISP Tbk. pada tanggal 26 Juni 2015. 

2. Direksi Entitas Utama, sepanjang tahun 2016 telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi 
pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui Rapat Direksi Entitas Utama yang 
dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun, yang mana sepanjang tahun 2016 
telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan 3 Agustus 
2016. 

3. Selama tahun 2016 tidak ada hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama dalam rangka 
penyempuranaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Tata 
Kelola Terintegrasi, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari tanggal 
berlaku atau sewaktuwaktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan. 

4. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan 
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam rapat Direksi Entitas Utama tanggal 10 Februari 2016 dan 
3 Agustus 2016, mengadakan rapat dengan GELI pada tanggal 13 Mei 2016, dan berkoordinasi 
dengan Direksi LJK (GELI dan PTOS) pada tanggal 26 Mei 2016. untuk memastikan bahwa temuan 
audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil 
pengawasan OJK, telah ditindak lanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan 

      

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas 
penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah: 
1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola 

Terintegrasi. 
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan 

atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
3. Menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 
4. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan. 
  

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Entitas Utama 
1. Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata KelolaTerintegrasi, 
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antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 
2016 dan 19 Agustus 2016 

2. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab Direksi Entitas Utama, antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang 
dilaksanakan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, yang mana sepanjang tahun 2016 telah 
diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016. 

3. Dewan Komisaris Entitas Utama belum melakukan evaluasi atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan 
sesuai masukan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi belum diperlukan penyempurnaan Pedoman 
Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2016. 

4. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama selama tahun 2016 pada tanggal 19 April 2016 dan 19 
Agustus 2016 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk 
pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan 
Komisaris Entitas Utama. 

5. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: 
 a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; 
 b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi; 
 c) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama. 
      
telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama, antara lain melalui rapat Dewan Komisaris Entitas Utama 
pada tanggal 19 April 2016 dan 19 Agustus 2016 yang turut dihadiri pula oleh Direksi Entitas Utama. 
      

Komite Tata Kelola Terintegrasi 
Dasar Hukum Pembentukan 
Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris Entitas Utama berdasarkan Keputusan 
Dewan Komisaris Entitas Utama No. 001/DEKOM-EU/IPC/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015. 
      
Struktur, Komposisi dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi 
Penentuan anggota Komite tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 
tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan 
(berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari), dengan komposisi terdiri dari: 
- Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, 

sebagai ketua merangkap anggota. 
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi 

Keuangan, sebagai anggota. 
- Seorang pihak Independen, sebagai anggota, dan 
- Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, 

sebagai anggota. 
      
Penunjukan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui 
Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No. 002/DEKOM-EU/IPC/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015, dengan 
susunan anggota sebagai berikut: 
 

Posisi di dalam Komite Jabatan Nama 

Ketua merangkap Anggota Komisaris Independen PT Bank OCBC NISP Tbk Jusuf Halim 
Anggota Komisaris Independen PT OCBC Sekuritas Indonesia Nancy Effendy 
Anggota Komisaris Independen PT Great Eastern Life Indonesia Washinton Pandapotan Sihombing 
Anggota Pihak Independen Kurnia Irwansyah 
Anggota Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank OCBC NISP 

Tbk 
Mohammad Bagus Teguh Perwira 

 
Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada 
PT Bank OCBC NISP Tbk. selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia telah 
sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite 
Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. 
Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari PT Bank OCBC NISP Tbk. 
selaku Entitas Utama, dan dari Lembaga Jasa Keuangan: PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Great 
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Eastern Life Indonesia. 
      
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi 
Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit: 
a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan 

pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 
b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman 

Tata Kelola Terintegrasi. 
      
Kebijakan, Pelaksanaan Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi 

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama, tata cara pelaksanaan 
rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut: 
1. Rapat dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. 
2. Rapat dapat dilaksanakan melalui video conference. 
3. Hasil Rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik 
4. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam 

risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat. 
5. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 

lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hadir atau 
diwakili dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut. 

6. Putusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan 
pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan 
dengan sah dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut. 

      
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 
1) Sepanjang tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola 

Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi 
kepatuhan secara terintegrasi, di dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 11 Februari 
2016, 4 Agustus 2016 dan tanggal 13 Desember 2016. 

2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas 
Utama bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi belum perlu disempurnakan. Berdasarkan 
ketentuan Butir 11.2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan kode kebijakan FCP-00001-L2 
tanggal 23 Juni 2015, penyempurnaan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari 
tanggal berlaku atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan. 

3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2016, 4 
Agustus 2016 dan tanggal 13 Desember 2016 telah dituangkan dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions (jika ada) 
beserta alasannya. 

      

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi 
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi diawasi oleh SKMRT yang berkoordinasi dengan masing-masing 
Satuan Kerja Manajemen Risiko pada kedua perusahaan terafiliasi. Ketentuan penerapan manajemen 
risiko terintegrasi mewajibkan Konglomerasi OCBC di Indonesia untuk menerapkan pengelolaan risiko 
mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko hukum, risiko 
kepatuhan, risiko reputasi, risiko transaksi intra-group dan risiko asuransi. 
 
Bank OCBC NISP telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, yang membantu Direksi Bank 
selaku Entitas Utama untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka 
penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perencanaan keadaan darurat untuk 
mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan 
kondisi eksternal dan memperbaiki atau menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi 
secara berkala atau bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal 
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LJK yang mempengaruhi profil risiko LJK dan hasil evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko 
Terintegrasi. 
 
Setiap kebijakan dan prosedur yang ada telah disampaikan kepada masing-masing LJK dan kepada divisi-
divisi dalam Entitas Utama untuk dijadikan pedoman pelaksanaan dalam penerapan manajemen risiko 
terintegrasi. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dikaji ulang pada bulan Juni 2016 dengan 
perubahan non-material yang sudah disetujui oleh Direksi Entitas Utama dan diinformasikan kepada 
Dewan Komisaris Entitas Utama. 
 
Sejak dikeluarkannya ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi 
Konglomerasi Keuangan, Bank OCBC NISP sebagai entitas utama telah memenuhi kewajibannya dengan 
menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi kepada OJK untuk periode pelaporan akhir tahun 2015 
dan semester I tahun 2016. 
 

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 
Bank OCBC NISP sebagai Entitas Utama juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. 
 
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tangung jawab untuk membantu Direksi PT 
Bank OCBC NISP Tbk selaku Direksi Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dalam 
menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta 
memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan Manajemen Risiko 
Terintegrasi, termasuk di dalamnya adalah penerapan Manajemen Risiko di PT Great Eastern Life 
Indonesia, dan PT OCBC Sekuritas Indonesia dalam rangka Konglomerasi Keuangan. 
      
Susunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut: 
 
Posisi di dalam Komite Jabatan Nama 

Ketua Direktur Manajemen Risiko PT Bank OCBC NISP Tbk Joseph Chan 
Anggota Presiden Direktur PT Great Eastern Life Indonesia Clement Lien Cheong 
Anggota Presiden Direktur of PT OCBC Sekuritas Indonesia Lim Kim Siah 
Anggota Executive Officer PT OCBC Sekuritas Indonesia Yanni Liaw 
Anggota Head of Credit Risk PT Bank OCBC NISP Tbk Heriyanto Lee 
Anggota Corporate Credit Risk Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk Cindy Siauw 
Anggota Asset Recovery Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk Linda Adam 
Anggota Market and Liquidity Risk Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk Budi Gunawan 
Anggota Operational Risk Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk Robby Hardijono 
Anggota Enterprise Risk and Policy Management Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk 

(Secretary) 
Caecilia Zilvia Suzanna 

 
Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala telah melaksanakan tugasnya melalui rapat untuk 
mendiskusikan dan memastikan bahwa pengelolaan risiko terkait konglomerasi keuangan telah berjalan 
dengan baik di Bank OCBC NISP selaku Entitas Utama serta di PT Great Eastern Life Indonesia dan PT OCBC 
Sekuritas Indonesia selaku Lembaga Jasa Keuangan (LJK). 
 
Setelah melalui persiapan di tahun 2015, maka pada tahun 2016 Bank bersama dengan kedua LJK telah 
melaksanakan penilaian terkait profil risiko masing-masing LJK dan profil risiko terintegrasi. Selain itu, 
dilakukan pula pengukuran terkait kecukupan modal terintegrasi, sesuai dengan ketentuan Regulator. 
Komite telah melakukan evaluasi dan merekomendasikan beberapa kebijakan yang dibutuhkan untuk 
menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi. 
 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi 
Sesuai dengan ketentuan POJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 
Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, di mana sebagai entitas utama wajib menerapkan manajemen 
permodalan terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Bank OCBC NISP telah memiliki kebijakan dan 
prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi, melakukan penilaian kecukupan modal secara 
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terintegrasi, memantau dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi kepada OJK, memiliki 
sistem pengendalian internal yang memadai terkait dengan permodalan secara terintegrasi dan 
melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara berkala. Untuk posisi 
Desember 2015, Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi telah memenuhi 
persyaratan yaitu berada di atas 100%. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi untuk akhir tahun 
2015 dan semester I tahun 2016 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 
 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank OCBC NISP yang mempunyai 
wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank OCBC NISP. 
      

Keputusan dan Realisasi RUPST tahun 2015 
Pada tahun 2015, Bank OCBC NISP menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dengan hasil keputusan yang 
direalisasikan pada tahun 2015 sebagai berikut: 
 

Agenda Keputusan Realisasi 

Penunjukan Akuntan Publik 
untuk tahun 2015 dan 
penetapan honorarium serta 
persyaratan lain berkenaan 
dengan penunjukan tersebut. 

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi 
Perseroan berdasarkan persetujuan dari Dewan 
Komisaris Perseroan atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
anggota Dewan Komisaris Perseroan, setelah 
mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit untuk 
menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan 
menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan 
lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. 

Berdasarkan pada Rekomendasi Komite 
Audit No. 001/AC/IV/2015 tanggal 16 April 
2015, Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan 
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan 
sebagai Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2015 
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 
028/DEKOM/IPCLS/IV/2015 tanggal 20 April 2015. 

Perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan 

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar 
Perseroan mengacu pada Peraturan yang berlaku 
serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar 
Perseroan. 

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: 
a. Menyatakan keputusan agenda Rapat ini 

dalam bentuk akta Notaris dan melakukan 
segala tindakan yang diperlukan sehubungan 
dengan keputusan Rapat. 

b. Mengurus pemberitahuan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan 
perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga 
perubahan anggaran dasar tersebut berlaku 
menurut hukum, termasuk untuk mengadakan 
perubahan atau penambahan atas perubahan 
ketentuan Anggaran Dasar ini apabila 
disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan 
melakukan segala sesuatu yang diperlukan 
dan disyaratkan oleh perundang-undangan 
yang berlaku. 

Bank telah mendaftarkan perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan dalam Daftar Perseroan Nomor 
AHU-3500716.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 5 Mei 
2015 dan telah diumumkan di Berita Negara RI. 

Perubahan susunan Dewan 
Komisaris dan Direksi beserta 
penetapan gaji/honorarium 
serta tunjangan Dewan 
Komisaris dan Direksi. 

1. Menyetujui pengangkatan kembali Samuel Nag 
Tsien dan Hardi Juganda sebagai Komisaris 
Perseroan berlaku untuk masa jabatan sejak 
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018. 

2. Menyetujui pengangkatan kembali Yogadharma 
Ratnapalasari, Rama Pranata Kusumaputra dan 
Martin Widjaja sebagai Direktur Perseroan berlaku 
untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai 
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan tahun 2018. 

3. Mengenai penetapan gaji/honorarium dan 
tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, 
telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 
tanggal  7 April 2014 untuk tahun buku 2014 
sampai dengan tahun buku 2016. 

Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi telah dinyatakan dalam Akta Notaris 
tersendiri dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor AHU-3500758.AH.01.11. TAHUN 
2015 tanggal 5 Mei 2015. 
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Jadwal Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Pelaksanaan dan Penyampaian Hasil 
RUPS Tahunan 7 April 2016 
 

Pemberitahuan Pengumuman Pemanggilan Pelaksanaan Ringkasan Risalah RUPS 

23 Februari 2016 Bank 
menyampaikan surat 
Pemberitahuan rencana 
RUPST ke OJK dan BEI 
(melalui e-Reporting) 

1 Maret 2016 Diumumkan 
melalui iklan di harian 
Bisnis Indonesia, situs web 
Bursa Efek Indonesia 
(melalui e-Reporting) dan 
situs web 
www.ocbcnisp.com. 

16 Maret 2016 
Diumumkan melalui iklan 
di harian Bisnis Indonesia, 
situs web Bursa Efek 
Indonesia (melalui e-
Reporting) dan situs web 
www.ocbcnisp.com. 

7 April 2016 RUPST 
dilaksanakan pada pkl. 
14.00 WIB ς selesai, 
bertempat di Bank OCBC 
NISP Tower Lt. 23 Jalan 
Prof. Dr. Satrio Kav. 25, 
Jakarta Selatan. 

11 April 2016 Diumumkan 
melalui iklan di harian 
Bisnis Indonesia, situs web 
OJK dan BEI (melalui e-
Reporting) dan situs web 
www.ocbcnisp.com. 

 

Keputusan dan Realisasi RUPST tahun 2016 
Tata Cara Pelaksanaan RUPST Tahun 2016 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS. 
 
Pada tahun 2016, Bank OCBC NISP telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST pada tanggal 7 April 2016 
di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pemegang saham dan merupakan Kantor Pusat Bank 
OCBC NISP yaitu di Bank OCBC NISP Tower, Jakarta Selatan. 
 
Seluruh hasil RUPS dan jalannya rapat tercantum dalam akta Berita Acara RUPST tanggal 7 April 2016 yang 
dibuat oleh Notaris telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Bank OCBC NISP www.ocbcnisp.com. 
 
RUPST Tahun 2016 memiliki 5 (lima) agenda dan Keputusan RUPST sebagai berikut: 
 

Agenda dan Jumlah Suara Keputusan dan Realisasi 

Agenda Pertama: 
Persetujuan atas Laporan Tahunan 
Perseroan untuk tahun buku 2015. 
ω {ŜǘǳƧǳ Υ ммΦпммΦмуоΦоут ǎǳŀǊŀ 
ω !ōǎǘŀƛƴΥ bƛƘƛƭ 
ω ¢ƛŘŀƪ {ŜǘǳƧǳ Υ bƛƘƛƭ 

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2015 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; 

2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis 
& Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers dengan opini wajar tanpa 
modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 
25 Januari 2016, dan diterbitkan kembali pada tanggal 17 Maret 2016; 

3. Dengan demikian membebaskan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung 
jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang 
telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan 
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, kecuali untuk perbuatan penggelapan, 
penipuan dan tindak pidana lainnya. 

Agenda Kedua: 
Penetapan penggunaan laba 
Perseroan untuk tahun buku 2015. 
ω {ŜǘǳƧǳ Υ 11.411.183.387 suara 
ω !ōǎǘŀƛƴΥ bƛƘƛƭ 
ω ¢ƛŘŀƪ {ŜǘǳƧǳ Υ bƛƘƛƭ 

Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2015 sebesar Rp.1.500.834.527.070,- setelah 
dikurangi cadangan umum sebesar Rp 100.000.000,-, sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan 
tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. 

Agenda Ketiga: 
Laporan Realisasi Penggunaan 
Dana Hasil Penawaran Umum 
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II 
Tahun 2015. 
ω {ŜǘǳƧǳ Υ ммΦпммΦмуоΦоут ǎǳŀǊŀ 
ω !ōǎǘŀƛƴΥ bƛƘƛƭ 
ω ¢ƛŘŀƪ {ŜǘǳƧǳ Υ bƛƘƛƭ 

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 
setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk 
pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus. 

Agenda Keempat: 
Penunjukan Akuntan Publik 
untuk tahun 2016 dan penetapan 
honorarium serta persyaratan lain 
berkenaan dengan penunjukan 
tersebut. 
ω Setuju : 11.411.183.387 suara 
ω !ōǎǘŀƛƴΥ bƛƘƛƭ 
ω ¢ƛŘŀƪ {ŜǘǳƧǳ Υ bƛƘƛƭ 

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau 
sekurang-kurangnya 3 anggota Dewan Komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit 
untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan menetapkan jumlah honorarium serta 
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. 
 
Realisasi: 
Berdasarkan pada Rekomendasi Komite Audit No. 001/AC/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, Dewan Komisaris 
menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik 
untuk tahun buku 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 020/DEKOM/IPC-LS/V/2016 
tanggal 20 Mei 2016. 

Agenda Kelima: 
Perubahan susunan Dewan 
Komisaris dan Direksi, beserta 
penetapan gaji/honorarium serta 
tunjangan Dewan Komisaris dan 

1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak 
Andrae Krishnawan W., Bapak Johannes 
Husin dan Bapak Low Seh Kiat sebagai 
Direktur untuk masa jabatan sejak ditutupnya 
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat 

2. Menyetujui penetapan gaji/honorarium serta 
tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi: 
(i) Memberikan kembali wewenang kepada 

OCBC Overseas Investment Pte. Ltd sebagai 
pemegang saham mayoritas berdasarkan 
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Agenda dan Jumlah Suara Keputusan dan Realisasi 

Direksi. 
ω {ŜǘǳƧǳ Υ ммΦпммΦмуоΦоут ǎǳŀǊŀ 
ω !ōǎǘŀƛƴΥ bƛƘƛƭ 
ω ¢ƛŘŀƪ {ŜǘǳƧǳ Υ bƛƘƛƭ 

Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 
2019.  
Dengan demikian Susunan Dewan Komisaris 
adalah sebagai berikut : 

¶ Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja 

¶ Wakil Presiden Komisaris : Peter Eko 
Sutioso (Komisaris Independen) 

¶ Komisaris Independen : Roy Athanas 
Karaoglan 

¶ Komisaris : Samuel Nag Tsien 

¶ Komisaris Independen : Jusuf Halim 

¶ Komisaris Independen : Kwan Chiew Choi 

¶ Komisaris : Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) 

¶ Komisaris : Hardi Juganda 
 
Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai 
berikut: 

¶ Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja 

¶ Direktur : Yogadharma Ratnapalasari 

¶ Direktur : Rama Pranata Kusumaputra 

¶ Direktur : Emilya Tjahjadi 

¶ Direktur Independen : Hartati 

¶ Direktur : Martin Widjaja 

¶ Direktur : Andrae Krishnawan W. 

¶ Direktur : Johannes Husin 

¶ Direktur : Low Seh Kiat 

¶ Direktur : Joseph Chan Fook Onn 

rekomendasi dari Komite Remunerasi dan 
Nominasi untuk menetapkan besarnya 
gaji/honorarium serta tunjangan bagi Dewan 
Komisaris. 

(ii) Memberikan kembali wewenang kepada 
kepada Dewan Komisaris berdasarkan 
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan 
Nominasi untuk menetapkan besarnya 
gaji/honorarium serta tunjangan bagi Direksi. 
Pemberian wewenang tersebut berlaku 
untuk 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun buku 
2017 sampai dengan tahun buku 2019. 

 
Realisasi: 
1. Pengangkatan kembali anggota Direksi serta 

susunan Dewan Komisaris dan Direksi telah 
dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor 
AHU-0051367.AH.01.11. TAHUN 2016 tanggal 25 
April 2016. 

 
Pemberian wewenang untuk menetapkan 
gaji/honorarium serta tunjangan bagi Dewan 
Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah 
dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPST Nomor 31 
tanggal 7 April 2016. 

 

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi 
Pada tahun 2016 seluruh Keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan RUPS yang tidak 
terealisasi atau tertunda realisasinya. 
      

DEWAN KOMISARIS 
Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran 
kepada Direksi secara independen, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam 
mengelola Bank. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan 
kelangsungan usaha Bank dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk 
kepentingan Bank, serta pemangku kepentingan lainnya. 
      

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan 
Komisaris yang terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com. 
      

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris 
Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) 
yang memuat antara lain : 
1. Latar belakang 
2. Tujuan 
3. Landasan Hukum 
4. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan 
5. Waktu Kerja 
6. Nilai-Nilai dan Etika Kerja 
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
8. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang 
9. Rapat. 
      
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Charter) terakhir dimutakhirkan pada 4 Agustus 2015 
dan ditinjau secara berkala dan apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan 
yang berlaku. Selengkapnya terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com. 
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Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris 
Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP per tanggal 31 Desember 2016 berjumlah 8 (delapan) 
orang, termasuk 4 (empat) diantaranya atau 50% adalah Komisaris Independen. Susunan Dewan 
Komisaris Bank OCBC NISP adalah sebagai berikut: 
 
No Dewan Komisaris Nama 

1 Presiden Komisaris Pramukti Surjaudaja 
2 Wakil Presiden Komisaris (Independen) Peter Eko Sutioso 
3 Komisaris (Independen) Roy Athanas Karaoglan 
4 Komisaris Samuel Nag Tsien 
5 Komisaris (Independen) Jusuf Halim 
6 Komisaris Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) 
7 Komisaris (Independen) Kwan Chiew Choi 
8 Komisaris Hardi Juganda 

 
Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain adalah: 
1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik, yaitu: 

 a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; 
 b. Cakap melakukan perbuatan hukum; 
 c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 
  i. Tidak pernah dinyatakan pailit; 
  ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 
  iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara 

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 
  iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama 

menjabat: 
   (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; 
   (b) Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 

pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban 
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 

   (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau 
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan 
laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

 d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; 
 e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan 
2. Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian 
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Persyaratan Integritas 
meliputi: 

 a. cakap melakukan perbuatan hukum; 
 b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi 

ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak 
pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 

 c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan 
OJK; 

 d. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan 
 e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama. 
      
 Persyaratan reputasi keuangan meliputi: 
 a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan 
 b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali 

Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau 
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anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan 
pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 

      
 Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung 

pengelolaan Bank. 
      

Rangkap Jabatan 
 
No Nama Posisi di Bank OCBC NISP Posisi di Perusahaan Lain 

1 Pramukti Surjaudaja Presiden Komisaris Komisaris PT Biolaborindo Makmur 
Sejahtera 

2 Peter Eko Sutioso Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen) - 
3 Roy Athanas Karaoglan Komisaris Independen - 
4 Samuel Nag Tsien Komisaris Direktur Mapletree Investments Pte Ltd 
5 Jusuf Halim Komisaris Independen - 
6 Lai Teck Poh 

(Dua Teck Poh) 
Komisaris Non-Executive Independent Director AV 

Jennings Ltd 
7 Kwan Chiew Choi Komisaris Independen - 
8 Hardi Juganda Komisaris - 

 

Pengangkatan dan Masa Jabatan 
1. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi 

Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS 
2. Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar adalah efektif sejak tanggal 

yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal 
pengangkatan tersebut 

3. Anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS. 
      
Sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 
Emiten atau Perusahaan Publik pasal 25 dan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang 
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 26, masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 
(dua) periode berturut-turut. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa 
jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa 
Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen dan Komisaris Independen menyatakan dalam 
RUPS mengenai independensi yang bersangkutan. 
 
Mengacu pada kedua peraturan di atas dan sesuai dengan Hasil Keputusan RUPST tanggal 7 April 2014 
yang menyetujui tentang penetapan kembali masa jabatan Komisaris Independen, maka masa jabatan 
anggota Komisaris Independen Bank OCBC NISP tidak ada yang lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut 
yang diperhitungkan sejak pengangkatan pada RUPST tahun 2014. 
 

Kebijakan dan Pelaksanaan tentang Frekuensi, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat Dewan 
Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi 
 
1. Kebijakan Rapat Dewan Komisaris 
 a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 

(dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 
 b. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun 

buku. 
 c. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 

(lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di 
luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 
sebelum rapat diselenggarakan. 

 d. Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) rapat, baik secara fisik atau melalui video 
conference. 

 e. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris 
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dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 
      
2. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris selama Tahun 2016 
 
No Nama Jumlah Rapat Kehadiran % Kehadiran 

1 Pramukti Surjaudaja 6 6 100% 
2 Peter Eko Sutioso 6 6 100% 
3 Roy Athanas Karaoglan 6 6 100% 
4 Samuel Nag Tsien 6 6 100% 
5 Jusuf Halim 6 6 100% 
6 Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) 6 6 100% 
7 Kwan Chiew Choi 6 6 100% 
8 Hardi Juganda 6 6 100% 

 
3. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi 

Selama Tahun 2016 
 
No Nama Jumlah Rapat Kehadiran % Kehadiran 

1 Pramukti Surjaudaja 3 3 100% 
2 Peter Eko Sutioso 3 3 100% 
3 Roy Athanas Karaoglan 3 3 100% 
4 Samuel Nag Tsien 3 3 100% 
5 Jusuf Halim 3 3 100% 
6 Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) 3 3 100% 
7 Kwan Chiew Choi 3 3 100% 
8 Hardi Juganda 3 3 100% 

 
4. Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi 
 

Tanggal Agenda 

22 Februari 2016 Rapat Dewan 
Komisaris - Direksi 

1. Update hasil rapat sebelumnya (30 Oktober 
2015) 

2. Laporan tentang kinerja Kuartal IV dan Full Year 
2015 (termasuk pencapaian seluruh cabang) 

3. Net Income 2015 
4. Laporan Kepatuhan dan informasi tentang 

peraturan baru Kuartal IV 2015 

5. Update hasil rapat dengan OJK (13 Januari 
2016) 

6. Update terkait Serangan Teroris in Jakarta 
(Januari 2016) 

7. Lain-lain 

22 Februari 2016 Rapat Dewan 
Komisaris 

1. Update hasil rapat sebelumnya (30 Oktober 
2015 dan 24th November 2015) 

2. Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan 
business as usual. 

3. Persetujuan Dewan Komisaris untuk 
Keputusan pada rapat Dewan Komisaris 
sebelumnya 

4. Evaluasi atas kinerja Komite Dewan 
Komisaris 

5. Lain-lain 
19 April 2016 Rapat Dewan 

Komisaris 
1. Update hasil rapat sebelumnya (22 Februari 

2016) 
2. Kinerja Keuangan (Januari-Maret, Laporan TOP 

10 NPL) 
3. Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan 

business as usual 

4. Persetujuan Dewan Komisaris untuk 
Keputusan pada rapat Komite Pemantau 
Manajemen Risiko 

5. Update atas Profile Kepatuhan 
6. Lain-lain 

23 Juni 2016 Rapat Dewan 
Komisaris - Direksi 

1. Update hasil rapat sebelumnya (22 Februari 
2016) 

2. Kinerja Keuangan (Januari-Mei, Laporan TOP 10 
NPL) 

3. Laporan tentang Action Plan dan pencapaian 
seluruh cabang 

4. Revisi Rencana Bisnis 2016 
5. Strategi 2020 
6. Laporan Kepatuhan dan informasi tentang 

peraturan baru Kuartal 2 Tahun 2016 (BI, 
Bapepam, BEI) 

7. Lain-lain 
23 Juni 2016 Rapat Dewan 

Komisaris 
1. Update hasil rapat sebelumnya (22 Februari 

dan 19 April 2016) 
2. Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan 

business as usual. 

3. Persetujuan Dewan Komisaris untuk 
Keputusan Rapat Komite 

4. Lain-lain 

19 Agustus 2016 Rapat Dewan 
Komisaris 

1. Update hasil rapat sebelumnya (23 Juni 2016) 
2. Kinerja Keuangan (Januari - Juli, Laporan TOP 

10 NPL) 
3. Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan 

business as usual 
4. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan 

pada rapat Komite Pemantau Manajemen 
Risiko 

5. Keputusan Dewan Komisaris Terkait L3 
Kebijakan Jaringan 

6. Update atas Profil Kepatuhan 
7. Lain-lain 

28 Oktober 2016 Rapat Dewan 
Komisaris - Direksi 

1. Update hasil rapat sebelumnya (23 Juni 2016) 
2. Kinerja Keuangan (Januari-September, Laporan 

4. Rencana Perusahaan Tahun 2017 
5. Laporan Kepatuhan dan informasi tentang 
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Tanggal Agenda 

Top 10 NPL) 
3. Laporan tentang Action Plan dan pencapaian 

seluruh cabang (JanuariςSeptember) 

peraturan baru Kuartal 2 Tahun 2016 (BI, 
Bapepam, BEI) 

6. Lain-lain 
28 Oktober 2016 Rapat Dewan 

Komisaris 
1. Update hasil rapat sebelumnya (23 Juni 2016 & 

19 Agustus 2016) 
2. Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan 

business as usual. 

3. Persetujuan Dewan Komisaris untuk 
Keputusan Rapat Komite 

4. Lain-lain 

13 Desember 
2016 

Rapat Dewan 
Komisaris 

1. Update hasil rapat sebelumnya (28 Oktober 
2016 

2. Kinerja Keuangan (JanuariςNovember) 
3. KPI Direksi Tahun 2017 
4. Persetujuan Dewan Komisaris untuk kegiatan 

business as usual 
5. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Keputusan 

Rapat Komite 

6. Persetujuan Dewan Komisaris terhadap 
Kebijakan Nominasi atas anggota Dewan 
Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas 
Syariah, Komite BOC, dan Kebijakan 
Remunerasi (Kebijakan Baru) 

7. Laporan Kepatuhan 
8. Laporan tentang Velocity 
9. Lain-lain 

 

Rekomendasi Dewan Komisaris 
Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi antara lain atas: 
a. Rencana Bisnis Bank 2016 
b. Pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik 
c. Mengkaji dan menyetujui rekomendasi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite 

Remunerasi dan Nominasi 
d. Risk Appetite Statement 
e. Outsourcing Policy 
f. Kebijakan di bidang Manajemen Risiko Lainnya 
g. Laporan Tahunan 2015 
h. Pengawasan Aktif Fungsi Kepatuhan 
i. Penerapan Anti Fraud Strategy 
j. Limit Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar 2016 
k. Kinerja dan efektifitas manajemen 
      

Program Pelatihan dan Orientasi Dewan Komisaris 
      
Program Pelatihan Dewan Komisaris 
Untuk meningkatkan kompetensi dan penyelarasan dengan perkembangan dunia usaha dalam 
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapatkan pelatihan, 
seminar atau workshop baik secara internal maupun yang diselenggarakan oleh institusi eksternal. 
Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam pelatihan/seminar sebagai berikut: 
 

Nama Pelatihan Waktu Pelaksanaan 
Tempat 

Pelaksanaan 

Pramukti Surjaudaja 

Cyber Threats and Defense 18 Januari 2016 Singapura 
Dialogue: Malaysia Socio-Political Update 18 Januari 2016 Singapura 
Megatrend Asia 18 Januari 2016 Singapura 
Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and 
Market Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Annual AML/CFT Training for Directors 29 Juni 2016 Singapura 
Brexit-Aftermath and Implications 29 Juni 2016 Singapura 
Update on Fintech Development 29 Juni 2016 Singapura 
Risk Appetite Framework 5 Agustus 2016 Jakarta 
Considerations of the New Regulatory Framework 11 Agustus 2016 Singapura 
¢ƘŜ LƳǇŀŎǘ ƻŦ LƴŘƻƴŜǎƛŀΩǎ ¢ŀȄ !ƳƴŜǎǘȅ Law 31 Agustus 2016 Singapura 
Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability 7 Oktober 2016 Surabaya 
Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance 7 Oktober 2016 Surabaya 
Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017 9 Desember 2016 Jakarta 
IFRS 9: The Road to Implementation 13 Desember 2016 Jakarta 

Samuel N. Tsien 

Cyber Threats and Defence 18 Januari 2016 Singapura 
Dialogue: Malaysia Socio-Political Update 18 Januari 2016 Singapura 
The Impact of New Regulation in Islamic Banking - IFSA 2013 20 Januari 2016 Singapura 
Tax Evasion in the AML Context 4 Februari 2016 Singapura 
Bain Annual Financial Services Breakfast Forum - Disruption in Institutional 
Banking and Capital Markets 

15 April 2016 Singapura 

International Monetary Conference (IMC) 6-7 Juni 2016 Singapura 



46 
 

OCBC NISP 2016 
Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi   

Nama Pelatihan Waktu Pelaksanaan 
Tempat 

Pelaksanaan 

WΦtΦ aƻǊƎŀƴΩǎ мнǘƘ !ƴƴǳŀƭ Dƭƻōŀƭ /Ƙƛƴŀ {ǳƳƳƛǘ - Forging a Brighter Future 14 - 15 Juni 2016 Singapura 
Annual AML/CFT Training for Directors 29 Juni 2016 Singapura 
OCBC Global Treasury Economic and Business Forum 2016 14 Juli 2016 Singapura 
ABS Dialogue with UK Financial Secretary to the Treasury 20 September 

2016 
Singapura 

Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability 7 Oktober 2016 Surabaya 
Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance 7 Oktober 2016 Surabaya 
Blockchain as an Enabler 16 November 16 Singapura 
FinTech Conference - [ŜŀŘŜǊǎΩ 5ƛŀƭƻƎǳŜΥ /ƻǊǇƻǊŀǘŜ .ŀƴƪƛƴƎ 17 November 16 Singapura 

Lai Teck Poh 

Cyber Threats and Defense 18 Januari 2016 Singapura 
Dialogue: Malaysia Socio-Political Update 18 Januari 2016 Singapura 
The Impact of New Regulation in Islamic Banking - IFSA 2013 20 Januari 2016 Kuala 

Lumpur 
Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and 
Market Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Annual AML/CFT Training for Directors 29 Juni 2016 Singapura 
Brexit-Aftermath and Implications 29 Juni 2016 Singapura 
Update on Fintech Development 29 Juni 2016 Singapura 
¢ƘŜ LƳǇŀŎǘ ƻŦ LƴŘƻƴŜǎƛŀΩǎ Tax Amnesty Law 31 Agustus 2016 Singapura 
Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability 7 Oktober 2016 Surabaya 
Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance 7 Oktober 2016 Surabaya 
Blockchain as an Enabler 16 November 2016 Singapura 

Kwan Chiew Choi 

Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and 
Market 
Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability 7 Oktober 2016 Surabaya 
Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance 7 Oktober 2016 Surabaya 
IFRS 9: The Road to Implementation 13 Desember 2016 Jakarta 

Jusuf Halim 

DƻǾŜǊƴŀƴŎŜΣ wƛǎƪ ŀƴŘ /ƻƳǇƭƛŀƴŎŜ CƻǊǳƳ нлмс ƻƴ ά/ȅōŜǊ {ŜŎǳǊƛǘȅέ 29 Maret 2016 Jakarta 
Tax Amnesty ƛƴ .ǳƛƭŘƛƴƎ LƴŘƻƴŜǎƛŀΩǎ 9ŎƻƴƻƳȅ 3 Mei 2016 Jakarta 
Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and 
Market Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Risk Appetite Framework 5 Agustus 2016 Jakarta 
Kontribusi Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Mensukseskan Program 
Amnesti Pajak 

31 Agustus 2016 Jakarta 

The 4th Asian SME Conference 14 September 
2016 

Jakarta 

Focus to Domestic Economy and Financial Sector Stability 7 Oktober 2016 Surabaya 
Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance 7 Oktober 2016 Surabaya 
Regional Public Sector Conference IV 8 Desember 2016 Bandung 
Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017 9 Desember 2016 Jakarta 
IFRS 9: The Road to Implementation 13 Desember 2016 Jakarta 

Roy Athanas Karaoglan Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and 
Market Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Peter Eko Sutioso 

Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and 
Market Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Risk Appetite Framework 5 Agustus 2016 Jakarta 
Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017 9 Desember 2016 Jakarta 
IFRS 9: The Road to Implementation 13 Desember 2016 Jakarta 

Hardi Juganda 

Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, and 
Market Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Risk Appetite Framework 5 Agustus 2016 Jakarta 
Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017 9 Desember 2016 Jakarta 
IFRS 9: The Road to Implementation 13 Desember 2016 Jakarta 

 
Program Orientasi bagi Komisaris dan Anggota Baru Komite dibawah Dewan Komisaris 
Bank OCBC NISP memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Komite 
dibawah Dewan Komisaris yang baru bergabung dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan 
pemahaman tentang Bank dan lingkup pekerjaannya yang dipresentasikan oleh Presiden Direktur dan 
Direksi lainnya yang meliputi: 
a. Visi dan Misi Bank 
b. Kode Etik Bank 
c. Struktur Organisasi Bank 
d. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Komite-Komite 
e. Informasi tentang segmen/bidang yang ada di Bank, yang disampaikan oleh masing-masing Direktur 

bidang 
f. Peraturan-peraturan terkait dengan perbankan dan pasar modal. 
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Pada tahun 2016 tidak terdapat Komisaris baru maupun anggota baru Komite di bawah Dewan Komisaris 
sehingga tidak dilaksanakan orientasi. 
      

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris 
1. Kebijakan Keberagaman 
 Ketentuan tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dimuat dalam Pedoman dan Tata Tertib 

Kerja Dewan Komisaris Bank OCBC NISP sebagaimana telah disampaikan dalam halaman 101 (tentang 
komposisi Dewan Komisaris). 

2. Keberagaman Dewan Komisaris di Bank OCBC NISP 
 Dalam rangka pelaksanaan tugas untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional Bank, komposisi 

Dewan Komisaris Bank OCBC NISP mencerminkan keberagaman anggotanya dalam hal 
kewarganegaraan, pendidikan, usia dan pengalaman kerja. 

      
Rincian kualifikasi Dewan Komisaris disajikan dalam profil singkat Dewan Komisaris di halaman 35 (dalam 
Laporan Tahunan Terintegrasi Bank). 
      

HUBUNGAN AFILIASI 
      

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota 
Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank 
Mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank OCBC NISP, tidak memiliki hubungan keuangan atau hubungan 
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. 
 
Komisaris yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi adalah Pramukti Surjaudaja. 
Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Pramukti 
Surjaudaja, Samuel Nag Tsien dan Lai Teck Poh (Dua Teck Poh). 
 

Nama 

Hubungan Keuangan Hubungan Keluarga 

Pemegang Saham 
Pengendali 

Dewan 
Komisaris 

Direksi 
Pemegang Saham 

Pengendali 
Dewan 

Komisaris 
Direksi 

Pramukti Surjaudaja Ҟ - - - - Ҟ 
Peter Eko Sutioso - - - - - - 
Roy Athanas 
Karaoglan 

- - - - - - 

Samuel Nag Tsien Ҟ - - - - - 
Jusuf Halim - - - - - - 
Lai Teck Poh (Dua 
Teck Poh) 

Ҟ - - - - - 

Kwan Chiew Choi - - - - - - 
Hardi Juganda - - - - - - 

 
Notes: 
ã : Ada 
- : tidak ada 

 

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal 
Disetor 
 

No Nama 

Kepemilikan Saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada 

Bank OCBC NISP Bank Lain 
Lembaga Keuangan 

Bukan Bank 
Perusahaan Lain 

1 Pramukti Surjaudaja - - - - 
2 Peter Eko Sutioso - - - - 
3 Roy Athanas Karaoglan - - - - 
4 Samuel Nag Tsien - - - - 
5 Jusuf Halim - - - - 
6 Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) - - - - 
7 Kwan Chiew Choi - - - - 
8 Hardi Juganda - - - - 
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Komisaris Independen 
 
Kriteria Komisaris Independen 
Kriteria Komisaris Independen Bank OCBC NISP telah sesuai dengan definisi POJK No.55/POJK.03/2016 
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 
2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 21, sebagai berikut: 
a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 

merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank OCBC NISP tersebut 
dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris 
Independen pada periode berikutnya. 

b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank OCBC NISP. 
c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank OCBC NISP anggota Dewan Komisaris, anggota 

Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank OCBC NISP. 
d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha Bank OCBC NISP. 
      
Pernyataan tentang Independensi masing-masing Komisaris Independen 
 

Aspek Independensi Peter Eko Sutioso 
Roy Athanas 
Karaoglan 

Jusuf Halim Kwan Chiew Choi 

Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai 
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, 
memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank 
OCBC NISP dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali 
untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris 
Independen Bank OCBC NISP pada periode berikutnya. 

Ҟ Ҟ Ҟ Ҟ 

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak 
langsung pada Bank OCBC NISP. 

Ҟ Ҟ Ҟ Ҟ 

Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank OCBC 
NISP, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang 
saham utama Bank OCBC NISP 

Ҟ Ҟ Ҟ Ҟ 

Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun 
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank 
OCBC NISP. 

Ҟ Ҟ Ҟ Ҟ 

 

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 
 
Prosedur Pelaksanaan, Kriteria dan Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 
Bank OCBC NISP melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektifitas 
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dengan Self-Assessment 
 Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara mandiri oleh Bank setiap tahun 1 (satu) kali 

melalui metode self-assessment. Setiap anggota Dewan Komisaris memberikan nilai atas kinerja 
Dewan Komisaris serta Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 

  
 Prosedur penilaian dilakukan dengan cara melengkapi kuesioner yang disusun mengacu pada 

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dengan kriteria sebagai berikut: 
 a. Komposisi 
 b. Kualitas rapat Dewan Komisaris 
 c. Kinerja pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan 
 d. Pelaksanaan suksesi Direksi 
 e. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan pengedalian internal. 
      
Kuesioner diisi oleh masingmasing Dewan Komisaris dan kemudian hasilnya direkapitulasi oleh Sekretaris 
Perusahaan untuk disampaikan kembali kepada seluruh Dewan Komisaris pada saat rapat. Tujuan dari 
self-assessment ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi dan efektifitas kinerja Dewan Komisaris. 
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2. Penilaian melalui GCG Self-Assessment 
 Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan juga melalui self-assessment pelaksanaan GCG dimana 

Dewan Komisaris mengisi Kertas Kerja Self-Assessment sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank 
Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance 
bagi Bank Umum. 

  
 Indikator yang digunakan mencakup aspek penilaian: 
 a. Penilaian governance structure menilai kecukupan struktur dan infrastuktur tata kelola Bank agar 

proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholder 
Bank. 

 b. Menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan 
infrastruktur tata kelola Bank. 

 c. Penilaian governance outcome menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholder 
Bank. 

      

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS 
 
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris 
RUPS memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya 
gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi 
dan Nominasi. 
1. Prosedur Penetapan Remunerasi 
 
Komite 
Remunerasi dan 
Nominasi 

 Dewan Komisaris  Rapat Umum 
Pemegang Saham 
(RUPS) 

 Pemegang Saham 
Mayoritas 

 

Remunerasi 
Dewan 

Komisaris 

Membuat 
rekomendasi 
kepada 
Dewan 
Komisaris. 

Mengusulkan 
kepada RUPS 
untuk menetapkan 
remunerasi Dewan 
Komisaris 
berdasarkan 
rekomendasi Komite 
Remunerasi dan 
Nominasi. 

Memberikan kuasa 
dan wewenang 
kepada pemegang 
saham mayoritas 
Bank OCBC NISP 
untuk menetapkan 
remunerasi Dewan 
Komisaris 
berdasarkan 
rekomendasi dari 
Komite Remunerasi 
dan Nominasi. 

Atas kuasa dan 
wewenang yang 
diberikan RUPS, 
menetapkan 
remunerasi bagi 
Dewan Komisaris 
berdasarkan 
rekomendasi Komite 
Remunerasi dan 
Nominasi. 

 
 
2. Struktur Remunerasi 
 Paket remunerasi Dewan Komisaris pada 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut: 
 

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain 
Dewan Komisaris 

Orang Jumlah (Rp Juta) 

Remunerasi 
a. Gaji, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya 
b. Bonus 

 
8 
- 

 
23.580 

- 

Fasilitas lain (transportasi, kesehatan,dll): 
a. Yang dapat dimiliki 
b. Yang tidak dapat dimiliki 

 
- 
8 

 
- 

532 
Jumlah 8 24.112 

 
3. Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris 
 

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Komisaris 

> Rp 2 Miliar 4 
Җ Rp 2 Miliar 4 

 
 Untuk menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya, sejak tahun 2008 Dewan Komisaris Bank 
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OCBC NISP tidak mendapatkan bonus atas pencapaian kinerja Bank. 
      

DIREKSI 
Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan GCG di Bank OCBC NISP. Direksi juga 
menjamin keberlangsungan usaha Bank OCBC NISP untuk jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, serta pelaksanaan prinsip kehatihatian Bank demi kepentingan para 
stakeholder secara keseluruhan. 
      

Presiden Direktur 
Presiden Direktur Bank OCBC NISP tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham 
dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, yaitu OCBC Overseas 
Investments Pte Ltd. 
      

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi 
Dalam menjalankan tugasnya Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) Direksi yang 
memuat antara lain: 
1. Komposisi, kriteria dan masa jabatan 
2. Waktu kerja 
3. Nilai-nilai dan etika kerja 
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban 
5. Tugas, tanggung jawab dan wewenang 
6. Pengaturan rapat Direksi 
      
Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) Direksi terakhir dimutakhirkan pada 4 Agustus 2015 dan ditinjau 
secara berkala dan apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. 
Selengkapnya terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com. 
      

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi 
Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Direksi Bank OCBC NISP adalah 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 1 
(satu) Presiden Direktur, 1 (satu) Direktur Kepatuhan, 1 (satu) Direktur Independen, dan 7 (tujuh) Direktur. 
Seluruh anggota Direksi Bank OCBC NISP telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat 
persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi Bank OCBC NISP 
berdomisili di Indonesia. 
      
Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik, yaitu: 

 a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; 
 b. Cakap melakukan perbuatan hukum; 
 c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 
  i. Tidak pernah dinyatakan pailit; 
  ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 
  iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara 

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 
  iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama 

menjabat: 
   (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; 
   (b) Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 

pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban 
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan; 

   (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau 
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan 
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laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
 d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; 
2. Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian 
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Persyaratan Integritas 
meliputi: 

 a. cakap melakukan perbuatan hukum; 
 b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi 

ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak 
pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 

 c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan 
OJK; 

 d. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan 
 e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama. 
      
 Persyaratan reputasi keuangan meliputi: 
 a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan 
 b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali 

Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau 
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan 
pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 

      
 Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung 

pengelolaan Bank. 
      

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 
Tugas dan tanggung jawab Direksi selengkapnya diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang 
terdapat pada situs web www.ocbcnisp.com. 
      

Susunan, Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Anggota Direksi 
Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan 
Direksi No.KPTS/DIR/HCM/HK.02.02/089/2016 tanggal 15 Juni 2016 sebagai berikut: 
 
No Nama Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab 

1 Parwati Surjaudaja Presiden Direktur Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank melalui 
seluruh anggota Direksi dan secara langsung bertanggung 
jawab atas: 
ω !ǳŘƛǘ LƴǘŜǊƴŀƭ 
ω IǳƳŀƴ /ŀǇƛǘŀƭ 

2 Yogadharma Ratnapalasari Direktur ω Operasional dan Teknologi Informasi 
3 Rama Pranata Kusumaputra Direktur ω Kepatuhan 

ω !a[-CFT 
ω YƻƳǳƴƛƪŀǎƛ tŜǊǳǎŀƘŀŀƴ 
ω {ŜƪǊŜǘŀǊƛǎ tŜǊǳǎŀƘŀŀƴ 

4 Hartati Direktur ω YŜǳŀƴƎŀƴ ϧ tŜǊŜƴŎŀƴŀŀƴ 
5 Emilya Tjahjadi Direktur ω /ƻƳƳŜǊŎƛŀƭ .ŀƴƪƛƴƎ 

ω 9ƴǘŜǊǇǊƛǎŜ .ŀƴƪƛƴƎ 
6 Martin Widjaja Direktur ω ²ƘƻƭŜǎŀƭŜ .ŀƴƪƛƴƎ 

ω ¢ǊŀƴǎŀŎǘƛƻƴ .ŀƴƪƛƴƎ 
ω Financial Institution 

7 Andrae Krishnawan W. Direktur ω bŜǘǿƻǊƪ 
8 Low Seh Kiat Direktur ω wŜǘŀƛƭ .ŀƴƪƛƴƎ 
9 Johannes Husin Direktur ω ¢ǊŜŀǎǳǊȅ 
10 Joseph Chan Fook Onn Direktur ω aŀƴŀƧŜƳŜƴ wƛǎƛƪƻ 

 

Rangkap Jabatan 
Seluruh anggota Direksi Bank OCBC NISP tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, 
anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, bank lain, 
perusahaan dan/atau lembaga lain. 
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Pengangkatan dan Masa Jabatan 
Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite 
Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan seorang Direktur sesuai Anggaran Dasar Bank adalah efektif 
sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah 
tanggal pengangkatan tersebut dan dapat diangkat kembali oleh RUPS. 
      

Kebijakan dan Pelaksanaan tentang Frekuensi, Tingkat Kehadiran dan Agenda Rapat Direksi 
dan Rapat Direksi yang dihadiri Dewan Komisaris 
 
1. Kebijakan Rapat Direksi 
 a. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, 

dan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) dalam 4 (empat) bulan. 
 b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota 

Direksi. 
 c. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun buku. Jadwal 

(penetapan tanggal) rapat dalam 1 (satu) tahun sudah harus diterima oleh seluruh anggota 
Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januari. 

 d. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir c, bahan rapat disampaikan 
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. 

 e. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi. 
 f. Hasil rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah 

rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan 
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 

 g. Risalah rapat Direksi dan risalah rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib didokumentasikan 
oleh Bank. 

      
 Pengaturan Rapat selengkapnya terdapat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) Direksi yang 

dapat dilihat pada situs web www.ocbcnisp.com. 
      
2. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi selama tahun 2016 
 
No Nama Jumlah Rapat Kehadiran % Kehadiran 

1 Parwati Surjaudaja 23 23 100% 
2 Yogadharma Ratnapalasari 23 22 95% 
3 Rama Pranata Kusumaputra 23 20 86% 
4 Emilya Tjahjadi 23 22 95% 
5 Hartati 23 23 100% 
6 Martin Widjaja 23 23 100% 
7 Andrae Krishnawan W. 23 23 100% 
8 Johannes Husin 23 23 100% 
9 Low Seh Kiat 23 22 95% 
10 Joseph Chan Fook Onn 23 22 95% 

 
3. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris Tahun 2016 
 
No Nama Jumlah Rapat Kehadiran % Kehadiran 

1 Parwati Surjaudaja 3 3 100% 
2 Yogadharma Ratnapalasari 3 3 95% 
3 Rama Pranata Kusumaputra 3 3 86% 
4 Emilya Tjahjadi 3 3 95% 
5 Hartati 3 3 100% 
6 Martin Widjaja 3 3 100% 
7 Andrae Krishnawan W. 3 3 100% 
8 Johannes Husin 3 3 100% 
9 Low Seh Kiat 3 3 95% 
10 Joseph Chan Fook Onn 3 3 95% 
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4. Agenda Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris 
 

Tanggal Agenda 

13 Januari 2016 Rapat Direksi 1. Legal Lending Limit, Onshore Premier AOEI, 
KPI Non Finansial: Service, HC, Support 

2. Laporan Audit Internal Desember 2015 
3. Laporan Profil Kepatuhan Desember 2015 

4. Laporan terkait Human Capital 
5. Persetujuan Kebijakan 
6. Strategy Unsecured Loan 
7. KPI Direksi Tahun 2016 

27 Januari 2016 Rapat Direksi 1. Penyelarasan KPI Unit Bisnis dan Non Bisnis 
2. Laporan Kinerja Keuangan Desember 2015 
3. Laporan mengenai Private Banking 

4. L3 Kebijakan Komunikasi Eksternal 
5. HUT 75th 

10 Februari 2016 Rapat Direksi 1. CRS Project update, Tindak lanjut Dormant 
Account 

2. Laporan Audit Internal Januari 2016 
3. Laporan Profil Kepatuhan Januari 2016 

4. Laporan tentang produktivitas 
5. Laporan tentang Digital Banking 
6. L4 Kebijakan National Network 

24 Februari 2016 Rapat Direksi 1. Update tentang Transportation Facility 
(Efisiensi biaya) 

2. Laporan Kinerja Keuangan (Gabungan, 
Network, Segment: Individual, EMB, Business, 
Commercial-EB, WB-FI, Retail, GTB dan 
Treasury) 

3. Update Three Lines of Defense 
4. Lain-lain: HUT 75 th Anniversary & Forum 

Bank OCBC NISP ONe 

10 Maret 2016 Rapat Direksi 1. Laporan Audit Internal 
2. Laporan Profil Kepatuhan 
3. Update Human Capital 
4. Update Produktivitas dan PMO 

5. Update BMPK dan Pihak Terkait 
6. Update Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
7. Lain-lain 

17 Maret 2016 Rapat Direksi - 
Dewan Komisaris 

1. Laporan Kinerja Keuangan Februari 2016 
2. CASA Strategy Progress Update 

3. Lain-lain 

23 Maret 2016 Rapat Direksi 1. Laporan Kinerja Keuangan Februari 2016 2. Lain-lain 
6 April 2016 Rapat Direksi 1. Update terkait 

- Hot Desk 
- Treasury Income Recorded (Funding Business 
vs Commercial) 

2. Laporan Audit Internal Februari 2016 
3. Laporan Profil Kepatuhan Februari 2016 

4. HC Update 
- Productivity Update (Front Office : Middle 

Office : Back Office) 
- Integrasi Akademi Perbankan 

5. Skema Bonus Kuartalan Wealth Management 
6. Produktivitas & PMO Update 
7. Lain-lain 

20 April 2016 Rapat Direksi 1. Update mengenai 
- FONO leader retreat 
- BB Bancassurance Support 

2. Laporan Kinerja Keuangan per Maret 2016 
3. Update mengenai Human Capital: Employee 

Engagement Survey, Action Plan, dan 
Peraturan 

4. Persetujuan Kebijakan National Sales 
Management 

5. Update mengenai Data Quality 
6. Lain-lain 

11 Mei 2016 Rapat Direksi 1. Laporan Audit Internal April 2016 
2. Laporan Profil Kepatuhan April 2016 
3. Update mengenai Human Capital: Employee 

Engagement Survey dan Produktivitas 

4. Persetujuan Kebijakan National Sales 
Management & Persetujuan Kebijakan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

5. Update mengenai Data Quality 
6. Lain-lain 

25 Mei 2016 Rapat Direksi 1. Update mengenai: 
- Loan Fee Standard in Business Segments and 

its Implementation 
- Loan Fee Charging Process & Competitor 

Benchmark 
2. Anggaran promosi 

3. Update mengenai: Struktur Organisasi dan 
Produktivitas 

4. Laporan Kinerja Keuangan April 2016 
5. 2nd Annual Review FMCT Forward 
6. Lain-lain 

8 Juni 2016 Rapat Direksi 1. Update mengenai: 
- Loan Fee Standard in Business Segments and 
ƛǘΩǎ LƳǇƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 

- Review jumlah broker asuransi untuk 
nasabah EB yang tidak digemari perusahaan 
asuransi umumnya 

2. Laporan Audit Internal Mei 2016 

3. Laporan Profil Kepatuhan Mei 2016 
4. Update mengenai Human Capital 
5. Persetujuan mengenai Review Kebijakan 

NPAP 
6. Revisi RBB terkait produk baru dan 

perubahan relokasi kantor dan ATM 
7. Strategi 2020 
8. Lain-lain 

17 Juni 2016 Rapat Direksi 1. Kebijakan Network 
2. Update mengenai Human Capital 

3. Laporan Kinerja Keuangan (Mei 2016) 
4. Lain-lain 

13 Juli 2016 Rapat Direksi 1. Laporan Audit Internal Juni 2016 
2. Laporan Profil Kepatuhan Juni 2016 
3. Antisipasi Penerapan Amnesti Pajak (Customer 

Solution Proposition, Internal & Customer 
Socialization Plan) 

4. Update tentang Budaya (COME ON Share 
progress) 

5. Lain-lain 

20 Juli 2016 Rapat Direksi 1. Update mengenai 
a. Segmen bisnis: Treasury, Trade Budget & 

Annual Rebasing from EmB to Commercial 
b. Review Program MDP 
c. Segment Agreement Update 
d. E-Money update 

2. Laporan Kinerja Keuangan (Juni 2016) 
3. Lain-lain 
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Tanggal Agenda 

e. Update Amnesti Pajak 
20 Juli 2016 Rapat Direksi - 

Dewan Komisaris 
1. Laporan Kinerja Keuangan Semester 1 
2. Update mengenai Strategi Network 
3. Business Plan 2020 

4. Update mengenai Amnesti Pajak 
5. Lain -lain 

3 Agustus 2016 Rapat Direksi 1. Update mengenai Program MDP 
2. Update mengenai Human Capital (MPP 

MO/BO) 
3. Laporan Audit Internal Juli 2016 
4. Laporan Profil Kepatuhan Juli 2016 
5. Product Management Review (NPAP Process 

Performance, New Product Perfromance, 
Product Management Roadmap) 

6. Update mengenai produktivitas & PMO 
7. Update mengenai strategi 2020 
8. Update mengenai Amnesti Pajak 
9. Annual Operating Plan 2017 
10.Pengajuan peninjauan Risk Appetite 

Statement 
11. Lain-lain 

24 Agustus 2016 Rapat Direksi 1. Update mengenai Human Capital: Lesson 
learned penyusunan Anggaran Pelatihan 2016, 
Timeline culture) 

2. Laporan Kinerja Keuangan (Juli 2016) 

3. Update mengenai Amnesti Pajak 
4. Strategi 2020 
5. Lain-lain 

7 September 2016 Rapat Direksi 1. Trustee 
2. Update mengenai Human Capital: employer 

value proposition, EES, produktivitas) 
3. Laporan Audit Internal Agustus 2016 
4. Laporan Profil Kepatuhan Agustus 2016 
5. NPAP 2nd Annual Review 

6. Update mengenai produktivitas & PMO 
7. Persetujuan Amnesti Pajak 
8. Annual Operating Plan 2017 dan strategi 5 

tahun kedepan 
9. Lain-lain 

21 September 
2016 

Rapat Direksi 1. Update mengenai Human Capital: 
- Lesson learned penyusunan Anggaran 

Pelatihan 2016 
- Timeline culture 
- Internal Community policy update 
- Persetujuan penamabahan MPP 2016 

2. Update mengenai Amnesti Pajak 
3. Kebijakan Trustee 
4. Laporan Kinerja Keuangan Agustus 2016 
5. Annual Operating Plan 2017 
6. Lain-lain 

22 September 
2016 

Rapat Direksi - 
Dewan Komisaris 

1. Laporan Kinerja Keuangan Agustus 2016 
2. Update Strategi Operasional dan Teknologi 

Informasi. 

3. Lain-lain 

5 Oktober 2016 Rapat Direksi 1. Trustee 
2. Strategi Network 
3. Laporan Audit Internal September 2016 
4. Laporan Profil Kepatuhan September 2016 

5. Update mengenai produktivitas dan & PMO 
6. Annual Operating Plan 2017 
7. Lain-lain 

26 Oktober 2016 Rapat Direksi 1. Update mengenai HC: Employee Engagement 
Survey, Kinerja Dana Pensiun Q3 2016) 

2. Struktur Organisasi 
3. Update mengenai Amnesti Pajak 
4. Update mengenai Data Quality 

5. Review terkait produk 
6. Private Banking 
7. Laporan Kinerja Keuangan (September 2016) 
8. Lain-lain 

9 November 2016 Rapat Direksi 1. Update mengenai: 
- Trustee (Value & Business Proposition) 
- Status Great Eastern (saat ini menjual produk 

syariah) 
- Penurunan Product Holding 
- Skema inisiatif RMs selama periode Amnesti 

Pajak 
2. Laporan Audit Internal Oktober 2016 
3. Risk Maturity Index 

4. Customer Analytics 
5. Laporan Profil Kepatuhan Oktober 2016 
6. Update mengenai Proyek Retail 2020 
7. HC Update 

- Budget & Employer Value Proposition (EVP) 
- 2017 Employee Engagement Activities 
- Assesment Tools 
- Organization Structure Framework 

8. Lain-lain 
23 November 
2016 

Rapat Direksi 1. Update mengenai Human Capital: 
- Employee Engagement Survey 
- Material Risk Taker 
- Struktur Organisasi 2017 

2. Update mengenai Amnesti Pajak 
3. Laporan Kinerja Keuangan Oktober 
4. Lain-lain 

14 Desember 2016 Rapat Direksi 1. Bisnis Model Syariah 
2. Update mengenai Human Capital: Rewards & 

Perubahan Struktur Organisasi) 
3. Laporan Profil Kepatuhan 2016 
4. Laporan Audit Internal September-November 

2016 

5. Kebijakan Akuntansi 
6. Update mengenai Produktivitas & PMO 
7. 2nd Annual Review (EDC & TOP UP E-Money) 
8. Laporan Kinerja Keuangan (November 2016) 
9. Lain-lain 

 

Pengambilan Keputusan dalam Rapat Direksi 
Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi 
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat 
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi 
tersebut. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan 
Tata Tertib Kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. 
 
Perbedaan pendapat (jika ada), telah dicantumkan dalam risalah rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi 
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ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian disirkulasikan kepada seluruh 
anggota Direksi. 
      

Program Pelatihan dan Orientasi Direksi 
 
Program Pelatihan Direksi 
Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2016 telah dilakukan 
pelatihan Direksi sebagai berikut: 
 

Nama Pelatihan Waktu Pelaksanaan 
Tempat 

Pelaksanaan 

Parwati Surjaudaja Bank OCBC NISP GELI Strategy Workshop 2016 7 Juni 2016 Jakarta 
Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And 
Market Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Indonesian-Swedish Digital Forum 2016 6 September 2016 Jakarta 
Advance Communication Skills: Leadership Communication 9 September 2016 Jakarta 
Service Leader Workshop 8 Desember 2016 Jakarta 

Hartati International Financial Reporting Standard (Ifrs) 9 15 Mei 2016 Jakarta 
Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And 
Market Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Advance Communication Skills: Leadership Communication 9 September 2016 Jakarta 
Digital In Finance And What It Really Means 10 November 2016 Jakarta 
Financial Services Accounting & Tax Seminar 16 November 2016 Jakarta 
IFRS 9: The Road To Implementation 13 Desember 2016 Jakarta 

Andrae Krishnawan Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And 
Market Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Advance Communication Skills: Leadership Communication 9 September 2016 Jakarta 
Emilya Tjahjadi Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And 

Market Updates 
22 Juni 2016 Jakarta 

Advance Communication Skills: Leadership Communication 9 September 2016 Jakarta 
Johannes Husin Advance Communication Skills: Leadership Communication 9 September 2016 Jakarta 
Joseph Chan Fook Onn Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And 

Market Updates 
22 Juni 2016 Jakarta 

Advance Communication Skills: Leadership Communication 9 September 2016 Jakarta 
Low Seh Kiat Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And 

Market Updates 
22 Juni 2016 Jakarta 

5th Annual Retail Banking Asia Pasific 27 Januari 2016 Kuala Lumpur 
Advance Communication Skills: Leadership Communication 9 September 2016 Jakarta 

Martin Widjaja Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And 
Market Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Advance Communication Skills: Leadership Communication 9 September 2016 Jakarta 
Rama Pranata 
Kusumaputra 

Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And 
Market Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Leaders Retreat 1 Day A 27 Juni 2016 Jakarta 
Advance Communication Skills: Leadership Communication 9 September 2016 Jakarta 

Yogadharma 
Ratnapalasari 

Insurance & Securities Businesses : The Businesses, Risk, Regulation, And 
Market Updates 

22 Juni 2016 Jakarta 

Advance Communication Skills: Leadership Communication 9 September 2016 Jakarta 

 
Program Orientasi bagi Direksi Baru 
Pada tahun 2016 tidak terdapat Direktur baru sehingga tidak dilaksanakan orientasi bagi Direktur baru. 
 

HUBUNGAN AFILIASI 
 

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan 
Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank 
 

Nama 

Hubungan Keuangan Hubungan Keluarga 

Pemegang Saham 
Pengendali 

Dewan 
Komisaris 

Direksi 
Pemegang Saham 

Pengendali 
Dewan 

Komisaris 
Direksi 

Parwati Surjaudaja - - - - Ҟ - 
Yogadharma 
Ratnapalasari 

- - - - - - 

Rama Pranata 
Kusumaputra 

- - - - - - 

Emilya Tjahjadi - - - - - - 




